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GUBERNUR SULAWES| SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMCR 11 TAHUN2024

TENT ANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR i
TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat ([6),
Pasal 57 avat (3}, Pasal 90 ayat (3], Pasal 91 ayat (8], Pasal
92 ayat (4}, Pasa! 94 dan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Dacrah
Nomor | Tahun 2024 teniang Pajsk Daerah dan Retribusi
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tertang
Peraturan Pelaksanaan Perawuran Daerah Nomor 1 Tahun
2024 temtang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

1. Pusal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 entang
Penagihan Pajk dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor (29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234} sebagaimana telah beberapa Kali
diubeh terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahbun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor {43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20i4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambehan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebapaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
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2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambaban Lemlaran Negara Repullik
Indonesia Nomor 6858);

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2022 tentang
Hulxungan Keuangan antara Pemerintah dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
ndonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan [embaran
Negara Republik Indonesiz Nomor 6757];

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi
Sulawesi Selatan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 67735)

Peraturan Pemenntah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Dacrah {iLembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomer 118, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indoncsia Nomor 4138}

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  keuangan Daerah ([Lembaran Negara
Repulliik Indonesia Tahun 2019 Nomer :12, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
{Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 688l j;

Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan FProduk Hukum Daerabh (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Calam Negert Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Mentéri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
L57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan lavanan Umum Daerah (Berita Negara
Repuldik Indonesia Tahun 2018 Nomar 1213);

Peraturan Mentert Dalarn Negeri Nomor 6 Tahun 2023
tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotar,
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Papk Alat
Berat Tabhun 2023 (Benta Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 382);

Peraturan Mentert Keuangan Nomeor 143 Tahun 2023
tentang Tatd Cara Pemungutan, Pemolohgan, dan
Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik
Indonesia Tahury 2023 Nomor 1031);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7
Tahun 2021 1tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawes{ Selatan Tahun 20721
Nomor 7. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 319);

Peraturan Daerabh Provingi Sulawes! Selatan Nomor )
Tahun 2024 tentang Pajpk Daecrah dan Retrihusi Dacah

v



Menetapkan

s

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024
Nomor 1. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatann Normmor 335),

MEMUTUSKAN:

PERATU RAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUS|I DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini vang dimaksud dengan:

l.  Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

2 Pemenintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indenesia yang memegang
kekuasaan pemermtahan negara Republik Indonesia
vang dibantu Wakil Presiden dan menterl sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

3. Memert adalah menteri vang menyvelenggarakan urusan
pemetintahan dalam negeri,

4 Pemerintah Da¢rah adalah Gubermnur sebagai unsur
penvelenggara Pemnerintzhan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

3  Gubernur adalah Gubermnur Sulawesi Selatan,

6. Pemeritah Kabupaten/kota yang selanjutnya disebut
Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota
se-Suiawes!l Selatan.

7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di
lingkungan Pemenntah Provinsi Sulawesi Selatan yang
berwenang melakukan pungutan dan  pengelolaan
Rettibusi.

8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkal
Daerah d lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan vang berwenang melakukan pungutan dan
pengelolaan Retribusi.

9 Badan Pendapatan Daerah vang selanjutnya disebut
Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Prowvinst
Sulawesi Selatan.

10. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan
Daerah Provinss Sulawes: Selatan,

11. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya
disingkat BRAD adalah Badan Keuangan dan Aset
Daerah Provins: Sulawesi Selatan.

12. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang
s¢lanjumya disebut Kepala BRAD adalah Kepala Badan
Keuangan dan Aset Daergh Provinsi Sulawesi Selatan.

13. Unit Pelaksana Teknis Badan vang selanjutnya disingkat
UPTE adalah UPTB Pendapatan Wilayah pada Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawes) Selatan

14. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang selanjutnhva
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disingkat UPTD/B adalah UPTD/B Perangkat Daerazh
pengelola Retribusi Dacrah

Pajak Daerah svang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajb kepada Daerah yang terutang oleh
orang prbadi atau badan vang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk  keperluan Daerah bagi sebesar-besarmya
kemakmuran rakyat.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang
selanjuinva disingkat PBBKE adalah Papk atas
penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat
berat.

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjuinva
disingkat BBKB adalah semua jenia bahan baksr cair
atau gas vang digunakan untuk kendayasan bermoter
dan alat berat.

kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda
beserta gandengarnyi vang digunakan di semua jenis
jalan darat atau kendaraan vang dioperasikan di air
vang digerakkan oleh peralatan teknik berupa meoter
atay peralatan laitrya yvang berfungsi untuk mengubah
suatu sumber daya enérg tertentu mehjach tenaga gerak
kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk
kendaraan hybrid

Alat Berat adalah alatvang diciptakan untuk membantu
pekerjaan konarruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya
vang sifanya berat apabila dikerjakan oleh tehaga
manusta, beroperasi menggunakan motor dehgan atau
tanpa roda, tidak melckat secars permanen serta
beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak
terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan,
dan pertambangan.

Pajak Rokok adalah pungutan atas eukai Rokok yang
dipungut oleh pemerintzh.

Rokok adalah hasil oldhan tembakau terbungkus
termasuk eerutu atau bentuk lainnya vang dihastlkan
dari tanamah rirotianae fabacum, nicotiong rustica dan
spesies lainnya atau sintetisnya yang mengahdung
nikotin dan tar dengan atau tah pa bahan tambahan,
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatwal, haik yang melakukan usaha
naupun vang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan ‘terbatas, persergan kﬂmaﬂdilfr, PCrSeroan
fainnya, badan usaha milik negara. badan usaha milik
daerah. atau badan usaha mihk desa, dengan nama dan
dalam bentuk apapun, firma. kongsi, koperasi, dana
pensiuri. persekutuan perkumpulan, yavasan,
organisasi massa, orpganisasi sosiel palitik, organisasi
pemenntah. pemerintah daerah dan pemerintah desa,
atau orgalisasi lainma, lembaga ¢dan bentuk bhadan
lainnsa, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

Subjek Pajak adalah orahg prbadi atau badan yang
dapat dikenai Pajak.

Wajib Pajpk adalah oramg pribadi atau badan, metiputi
pembayar pajak, pemotong pajk, dan pemungut pajak,

d
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vang mempunyai hak dan kewajban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Nomor Pokok Wajih Pajsk Dacrah yang selanjutnya
disingkat NFWPD adalah nomor yang diberikan kepada
Wajib Pajak yang dipergunakan sebagai tanda pengenal
diri atau identlitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak
dan kewajiban perpajakannya kepada Daerah.

Masa Papk adalah jangka wakiu yang ditetapkan
sebagpi dasaer penghitungan papk

Pemmungutan adalah suatu rangkaian Kegiatan muiai
dari penghimpunan datz objk dan subjek pajak,
penentuan hesarnya pajak yang terutang sampai
kegiatan penagihan  pajak  serta pPengawasan
penyetorannya,

Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh
wajib pajak pada suatu saar dalam masa pajak, dalam
tahun pamk, atau dalam bagian lahun pajak menurut
Peraturan Daerah,

Pemungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
vang selanjutnya discbut Pemungut adalah penyedia
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang
sclanjutnya disebut penyedia adalah produsen dan/atau
importir BBKE, baik wuntuk dijual maupun untuk
digunakan sendiri.

Wajb Pungut yang selanjuinva disebut WAPU adalah
penyedia yang telah ditetapkan sebagal pemungut Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Lembaga Penyalur antara lain Stasiun Pengisian Bahan
Bakar untuk Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan
Bakar untuk TNl {SPBT|, Agen Premium dan Minyak
Sclar (APMS)], Premium Sdar Packed Dealer [PSPDy,
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBBj, Stasiun
Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG)

Konsumen Langsunpg adalah pengguna Bahan Bakar
Kendaraan Bermetor yvang secara langsung meinperoleh
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari penyedia atau
penyalur Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

1zin Usaha Niaga Umum yang selanjutnya disingkat INU
adalah lzin yang diberikan kepadas Badan Usaha yang
akan meiaksanakan kegiatan usaha niaga minyak bumi,
gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan
bahan bakar lain dan/atau hasil ¢lahan lainnya yang
dikeluarkan olch menteri yang menyelenggarakan
urusan dibidang energi dan sumber daya mineral,

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wagb Pajpk
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/fatau

pembayaran Pajak, objek Pajek dan/atau bukan objek

Pajk, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
Daerah.

Surat Pendaftaran dan Pelaporan Pajk Daerah yang
selanjutnya disingkat SP3D edalah surat yang oleh
walib Papk digunakan untuk mendafltarkan atau
melaporkan ohjek Pajak sesuai dengan  ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, *‘
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Surat Pemberitahuan Pajpk Rokok yang selanjutnya
disingkat SPPR adalah surat vang digunakan oleh wajb
Pajak Rokok untuk melaporkan penghitungan dan/
atau dasar pembavaran Pajak Rokok.

Surat Setoran Pajak Daerah vang selanjutmya disingkat
S8PD adaelah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak
vang telah dilakukan dengan menggunakan formuylir
atau rtelah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah.
Surat Ketctapan Pajak Daerah Kurang Bayar vang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan
Pajak vang menentukan besarmya jumlah pokok Pajak,
jumiah kredit Pajmak. jumlah kekurangan pewmnbayaran
pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah
Prjak vang masih harus dibayar.

Sural Retetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
vang selanjutnyva disingkat SKPDKBT adalah  surat
ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas
jumlah Pajak vang telah ditetapkan,

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan
yang membelulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung,
dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan
tertentu dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan  daerah  yang terdapat dalam  Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang. Surat Ketetapan Pajak
Daerah. Surat Taghan Pajak Daerah, Surat Keputusan
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Repuiusan Keberatan adalah surat keputusan
atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang
diajukan oleh Wajb Pajak

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Basar yang
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat Keletapan
pajak yvang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada
yang terutang atau seharusnya ixlak terutang.

Surar Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnva
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan Jumlah pokok pajak sama besarmya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak.

Surat Teguran adalah surat vang diterbitkan oleh
Peiabat  untuk menegur Wajib Pajpk atau  Wajib
Retribusi untuk melunasi Utang Pajek atau utang
Retribusi.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang
Pamk dan biaya Penagihan Pajak

Sural Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
STPD adalah sural wntuk melakukan tagihan Pajak
dan/afau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

Pengurangan pajak adalah pengurangan jumlah pagk
yang harus dibaxar.

Keringanan pajak adalah pemberian kesempatan untuk
menunda dan/atau  mengangsur pembayaran pajak,

baik sebagian atau seluruhnya,
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Pembebasan pajak adalah pembebasan dari kewsajiban
pembayaran pokok pajk dan/atau sanksi administratif,
Pajlk Alat Berat yang selanjuinva disingkat PAB adalah
Pajak sraa kepemilikan <an/atauw penguasaan alat berat.
P-ajpls Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP

adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan

air perrnukaan,

Alat Berat adalah alal vang diciptakan untuk membantu
pekenaan konstruksi dan pekeraan teknik sipdl lainnva
vang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga
manusia, beroperasi menggunakan motor denpan atzu
tanpa roda. tidak melekat secara permanen serta
beroperasi pada area tertentu, termasuk tertapi tidak
terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan,
tdan pertambangan.

Air Perrmukaan adalah semua air yang terdapat pada
permukaan tanah.

Kepemilikan adalah hubungan hukum amara orang
pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang
namanva tercanturn @i dalam Buku Pemilikan
Kendaraan Bermotor lainnya atau dokumen kepemilikan
yvang sah.

Penguasaan adalah penggunaan dan/atay penguasaan
fisik kendaraar bermotor oleh orang pribadi atau badan
dengan bukti penguasaan yang ssh menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlakuy,

Nilai Jua! Alat Berat yang selanjutnya disingkat NJAB
adalah Nilai Jual Alat Berat yang diperoleh berdasarkan
harga pasaran urmum sebagaimana tercantum dalam
Tabel Nilai Jual Alat Berat vang berlaku.

Nilai Perolehan Asr Permukaan vyang selanjuinya
disingkat NPAF adalah hasil perkalian antara harga
dasar Air Permukaan dengan bobot Air Permmukaan.
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pungutan Daerah scbagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin terientu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Deaerah untuk
kepentingan orang pribadi atau baden.

Jasa Umum adalah jasa vang disediakan atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk mjuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribedi atau Badan.

Jasa Usaha adalah jasa vang disediakan atay diberikan
oleh Pemerintah Daerah vang dapat bersifat mencari
keuntungan karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta.

Perizinan Tertentu adalalh kegiatan tertentu Pemerintah
Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang
pribadi atau Badan vang dimaksudkan unguk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan
atas kegiatan. pemanfaatan rusang, Serta pengguhaan
sumber daye alam barang, prasarana, sarana atau
fusilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum
dan menjaga kelestarian lingkungan_

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/
atau perizinan.



. B-

64. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan  perundang-undangan diwajibkan
untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk
pemungut retribrusi tertentu.

65. Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain
vang dipersamakan vang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat ketetapan Retrihusi vang menentukan
besarmmya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

66. Surat Ketetapan Rewibusi Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan
Retribusi  vyang  menentukan  jumlah kelebihan
pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi
lebih  besar danpada Retribusl yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

67. Surat Tagihan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang
dipersamakan vang selanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan Retribusi  demfatau
sanksj adminsstratif berupa bunga danfatau denda.

68. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data. keterangan, danfatau bukt yang
dilaksanakan  secara  objekiif dan  profesional
berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau
untuk tujuan lain  dalam  rangka - melaksanakan
kelentuan peraturan perundang-undanpan.

69. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnye
disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh
satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja
perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah
dalam memberikan peliyanan kepada masyarakal yang
memnpunyai  fleksibilitas  dalam  peola pengeloinan
keunangan sebagai pengecualian dari  kelentuan
pengelnlaan keuangan daerah pada umuinnya.

70, Rekening Kas Umum Daerah vang sclanjutriya disingkat
RRUD adalah Rekening Kas Umum  Daerah Pemerintah
Provins! Sulawes) Selatan.

BaB Il
PENGATURAN UMUM

Fasal 2

(1) Jenis Pajuk Daerwvh vang diatur dalam  Peraturan
Gubernur i adalah:
a. PHBKE;
b. Pajk Rokok:
c. PAB: dan
4 PAP.
(2) Jemis Retribusi Daersh wang diatur dalam Peraturan
Gubernur i adatah:
a. Retnibusi Jasa Umum;
h Retnbusi Jasa Usaha: dan
¢. Retnmbpusi Perizinan Tertentu.

i
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BAE 11
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN
PAJAK ROKOK

Bagian kesatu
Umum

Pasal 3

(1} Setiap penyaluran dan/atau penggunaan BBKB vang
digunakan untuk keperluan Kendaraan Bermotor dan
Alat Berat di Dacrah dikenakan PBBRB.

(2) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh Penyedia.

(3) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat [
ditetapkan sebagai WAPU dengan Keputusan Gubernyr.

(4}  Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat
{3) drandatangani cleh Sekretaris Daergsh atas nama
Gubernur.

(5 Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) berlaku palnmg lama 3 (tiga) rabhun atay sampai
dengan berakhimva masa berlaku [NU.

(6 Untuk menjadi WAPU PBBKB, Penyedia mengajukan
permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Bapenda.

(7] Permohonan sebagaimana dimaksud pada avat {7)
melampirkan:

a. fowokeopi Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar
Minyak disertai Lampiran sertifikat lzin Usaha,
b. fotckem Nomor Register Usaha Niaga Umum BPH
hMigas
c. Nomor Induk Berusaha [NIB). Kode KBLI 46610;
fotokopi Nomor Pokek Wajib Pajak (NPWP);

e. fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
(SPPKP);

f fowkopi surat Kementerian Hukum dan HAM
tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan

Terbatas;

g surat permyatsan kesanggupan mengirimkan bukty
setoran PBBKB dan fotecopy inveoice pehjualan ke
Bapenda;

h, estimasi penjualan di Daerah disertai alamat lengkap
pembeli;

i lzin transportasi dari Kementerian ESDM  bagi
perusahaan vang melakukan pengangkutan BBM:

j. melampirkan daftar armada pengangkul BBM:

k melampirkan lzin Penyelenggaraan Angkutan Barang
Khusus jika melakukan pengangkutan BBM dengan
kendaraan bermotos:

L Keterangan bebas tunggakan Pajak Baerah; dan

m melakukan presentasi company profie, kinerja

/
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penjualan BBM dan rencana penjualan di Daerah.

Pesal 4

Setiap pembelian pita cukai rokok dikenakan Pajpk
Raokok.

Pemungutan Pajak Rokok dilakukan olkh Kantor Bea
dan Cukai bersamaan dengan pemungutan Cukai
Rokok.

Dokumen pemungutan cukai rokok mencaniumkan
nilai Pajak Rokok.

Pasal 35

Pemungutan PBBKE dan Papk Rokok  dilakukan
dengan cara dibavar sendini oleh Wajib Pajak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undgngan.

Pemungutan dengan ecara dibaysr sendin sebagaimana
dimaksud pada avat (1) mengharuskan Wajib Pajk
untuk melaporkan jumlah kewajiban perpajakannya,
serta menghitung. menetapkan dan membayar pajaknya
yang terutang disertai dengan bukti penjualan yang sah,

Bagian Kedua
Saat Pajak Terutang dan Masa Pajak

Pasal 6

Masa pajak PBBKB adalah 1 [satu} bulan kalender.
Masa Pajzk Rokok adalah 1 {satu) bulan kalender.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemunguuan Pajak Daerah

Paragraf 1
Pemungut Pajak

Pasal 7

Penvedia vang ielah menjadi WAPU  PBBKB
mendapatkan NPWPD atal nomor registrasi.

NPWPD  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihubungkan dengan Nomor [nduk Berusaha,
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan untuk Wajib Pajak PBBKE vang berstawus
badan usaha mihk negara atau badan useha milik
daerah.

Pasal B

WAPU PBBKE wajib melakukan pemunguian PBBKB,
baik terhadap BBKEB bersubsidi maupun nen subsidi. T/
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(2] Pemungutan dilakukan pada saat  penerbitan
Surat Perintah Pengeluaran Barang [Delivery
Crder/DQ). invoire danjfatau dokumen lain yang
dipersamakan,

(3} Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order/DO)
mpowe danfatac dokumen lain yang dipersamakan,
sebagaimana dimaksud pada avat (2), mencantumkan
tanggal, jpnis dan jumlah BBKB dalam liter, harga
sebelum pajak. tarif PBBKB dan besamya PBBKE yang
dipungut.

(44 Apabila WAPU udak melakukan kewajban pemungutan
PBBKB scbagaimane dimaksud pada ayat (2) maka
PBBKB terschu: merupakan tanggungjawab WAPU vang
hersangkutan.

Pasal 9

Dalain hal pembelian BBKB vang dilakukan antar
penyedia/WAFPU, baik untuk dijual kembali kepada Lembapa
Penyalur dan/atau Konsunen Langsung maupun untuk
digunakan sencliri, maka yang wajib melakukan pemungutan
PBBKB adalah penyedia/WAPU wvang inenyalurkan BBKB
kepada Lembaga Penyalur dan/atau Konsumen Langsung.

Paragraf2
Surat Pemberitahuan Pajak

Pasa] 0

(1) WAPU PBBKB wgjib melaporkan hasil penjualan BBKB
maupun vang digunakan sendiri dalam masa pajak
dengan Incnggunakan SPTPD

(2) SPTPL sebagaimana dunaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya bersi data tentang jenis BBKB, volume
penjualan/penggunaan sendiri, penghitungan pajak,
harga por  liter, tanf pajak yang dikenakan, asal
pembelian, nama dan alama: peruszhaan yang membeli,
jumlah pembavaran PBBKB termasuk koreksi atas
laporan bulan sebelumnya.

[3) SPTPD wajib diisi dengan benar dan lengkap.

(4) SPTPD dilengkapi dengan rincian:

a. daftar penjalan BBKB. per jenis BBKB, per
konsuinen, per transaksi, jumlah penjuaian, tarif
vang dikenakan dan jumlah pembayaran PBBKB;

b daftar BBKB yang digunakan sendiri: jumlah BBEB
dalam liter. jenis BBKB, Tarf PBBKB yang
dikenakan danjumlah peny¢toran BBNKB ; dan

c. daftar BBKB yang dijual tanpa dikenakan PBBKB
(Nama Pembeli, Alamat, jenis dan jumlah BBKB
dalam liter) bak kepada pengguna langsung

Y,
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maupun WAPU lain.

(5] SPTPD melampirkan:

g salinan invoice per transaksi, atau daftar invoice
yang ditandatangan: oleh pejabat yang berwenang;
dan

b. SSPD masa papmk vang bersangkutan.

{6) SPTPD disampaikan paling lambar dalam 15 (lima belas)
han kerja setelah berakhirnya masa pajak.

{7] Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setiap masa Pajgk.

Bf Bentuk dan isi SPTPD sebagaimana tercantum dalam
Lampitan | yang merupakan bagian udak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

{9) Bentuk dan isi SSPD tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian lidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur mi.

Pasal 11

(1] Wajib Pajak yang 1tidak melaksanekan kewajiban
menyampalkan SPTPD sebagaimans dimaksud dalam
Pasal 10 avat (1) dikenakan sanksi administratif berupa
dentda sebesar Rpl.000.000.00 [satu juta rupizh] untuk
sctiap SFTPD.

(2] Sanksi administralif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD.

(3] 8anksi administratif bherupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} tidak dikenakan jika Wajib
Pajak mengalami keadaan kahar (face majeure).

Paszal 12

(1] Pengguna langsung BEKEB yang tidak dikenakan PBBKB
sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat {4) huruf c,
harus memiliki Rekomendasi dari Bapenda.

[2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan dekumen yang berisi jumlah BBKB industri
vang dapat tidak dipungut PBBKB karena tidak
digunakan untuk kendaraan bermotor dan alat berat.

(3} Tata cara pemberan Rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada avat (1] ditetapkan lebih lanjut oleh
Kepala Bapenda.

Pasal 13

(1) Wajb Pajak Rokek mengisi format SPPR melalui sistemn
aplikasi di bidang cukai dengan lengkap dan benar,

{2) Menvampaikan SPPR ke Kantor Bea Cukai dalem
bentuk data elektronik melalui aplikasi Bea dan Cukai.

W/
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{3) Dalam hal sistem aplhkasi sebapaimana dimaksud pada
ayat {2] mengalami gangguan. SPPR disampaikan secara
tertulis melalui Kamor Bea dan Cukai

(4) Apabila SPPR sesual, maka Wajib Pajpk Rokok akan
menernma kode bikng vang akan digunakan untuk
pembayaran

Paragraf 3
Penetapan Pamk

Pasal 14

{1] Dasar pengenaan PBBKB adalah Nilaijuat BBKI3.

{2) Nila: Jual BBKB sebagaimana dimaksud pada ayar {1
adalah harga jual BBKB sebelum Pajak Pertambahan
Nilai dan PBBKB.

{3] Seat terutang PBBKB ditetapkan peda saal terjadinya
penverahan BBKE oleh penyedia BBKB.

{1 Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayar ({3
dibuktikan dengan penerbitan Surat Perintah
Pengeluaran Barang (Delivery Order/DO),  invoice
dan/atau dokumen lain vang dipersamakan,

3] Wilayah Pemunguian PBBKB yang terutang merupakan
wilayah [Daerai tempat penverahan BBKB kepada
konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor dan Alat
Berat.

Pasal 15

{1} Besarnya PBBKB yang terutang per liter dihitung
dengan cara mengalbkan Tanf PBBKB dengan Dasar
Pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (1}

{2) Dalam hal harga jual BBKB sudah termasuk PPN
dengan tarif 11% {scbelas persen) dan PBBKB dengan
tarf 7,.5% {tujuh kome lima persen), maka nilal PPBKB
dihitung dengan perkahan 100/118,5 {serats per
seratus delapan belas koma lima) dari harga jual.

{3] Hasil penghitungan pokok PBBKB yang terutang
dinyatakan dalam rupiah dengan pembulatan 2 (dua}
angka di belakang korna

{#] Tata cara perhitungan pajak sebagaimana dimaksud
pada axal (1}, asat (2). dan avat {3 tercantum dalam
Lampiran 1l yeng merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

(1] Dasar pengenaan Pajgk Rokok adalah cukai vang
ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rekok,
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(2 Rokok sebagaimana dimaksud pada avat ({1} termasuk
Rokok elekrik

(3) Saat terutang Pgjak Rokok ditetapkan pada saat
terjadinya Pemungutan  cukai  rokok  terbadap
pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir
rokok yang memiliki izin berupa mnomor pokok
pengusaha barang kena cukai.

(4 Wilayah Pemungutan Pajek Rokok merupakan wilayah
kepabeanan Indonesia,

Pasal 17

(1l Besaran pokok Pajalt Rokok vanhg terutang dibitung
dengan cara mengalikan tarif Pajak Rokok deng.an dasar
pengenaan Papk Rokok sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1).

(2) Wajb Pajak Rokok menghitung senditi Pajask Rokok
vang diluangkan dalam SPPR.

(31 Pelaksanaan pemungutan Pajak Rokok dilakukan
dengan berpedoman pada petunjuk teknis pemungutan
Pajk Rokok yang ditetapkan Pemerintah.

Paragraf 4
Penyetoran Pajak

Pasal 18

(I PBBKBE disetor berdasarkan SPTPD,

{2) Penyetoran PBBKB yang terutang disetor secara bruto
ke RKUD paling lambat 10 (sepuluh} har kerja setelah
berakhirnya masa Papk.

Pasal 19

(1) Pajak Rokok disetor berdasarkan S3PPR.

(2] Penvetoran Papk Rokok yang terutang ke RKUD paling
lambat bulan berikutnva setelah berakbirmya masa
pa jek.

(3] Pelaksansan penyetoran Pajak Rokok dilakukan dengan
berpedoman pada petunjuk teknis penvetoran Pajak
Rokok yang ditetapkan Pemerintah.

Pasa]l 20

(1} Wajib PBBKB dan Pajak Rokok melakukan penyetoran
Pajak vang terutang dengan menggunakan SPTPD
dan/fatau SSPD secara non tunai.

() Penvetoran Pajpk sebagaimana dimaksud pada ayar (1)
dilakukan melalyi sisiem pembayaran  berbasis
elektronik.

(3] Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum

¢



(4)

(3)

(6)

{1]

(2)

(3}

(4

(5]

=18«

tersedia, pembayaran papk dilakukan secara Non Tunag

langsung ke RKUD.

Tanda bukti pembayaran secara non twunai merupakan
alat bukti pembayaran yang sah.

Jangka waktu penyveloran Pajak terutang paling lama 10
[sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajpk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1),

Wajibh Pajak yang melanggar ketentuan pada ayvar (5)
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sehesar
1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang
tidak atau kurang disetor, dihitung dari tanggal jatuh
tempe penyeloran sampal dengan tanggal penvetoran,
untuk jangka waktu paling lama 24 {dua puluh empat)
bulan serta bagan dar bulan dihitung penuh 1 (satu}
bulan dan ditagih dengan mengpunakan STPD.

Haman keempal
Pembukuan

Pasal 21

Wajib Pajak  wajib melakukan pembukuan atau
pencatalan secara elektronik dan/atau nomn-elektironik,
dengan kete:ntuarn:

a bagi Walb Pajak vang melakukan usaha dengan
peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.0C0.000 00
{empal miliar delapan ratus juta rupiah) pef tahun
wajib menyelenggarakan pembukuan: dan

b. bagi Wajlib Pajak vang melakukan usaha dengan
peredaran usaha kureng <ar Rp4.800.000.000,00

[empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun
dapat memilin menyelenggarakan pembukuan atau
pencatalan.

Pembukuan atau pencatatan harus diselengparakan
dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan
keadaan alau kegiatan usaha yang sebenamya.
Pembukuan sebagaimana dimaksud pada aval (1)
dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan
perdturan  perundang-undangan  yang — mengatur
memngenai pembukuan,

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) hurof
b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data
penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat
digunakan untuk menghitung besaran Pajak vyang
terutang.

Buku, calatan. dan dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasii
pengolahan data dari pembukuan vang dikelola secara
elekironik  atgu  secara  program  aplikasi  online
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan

L/
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selama & (lima} tahun di Indonesia di tempat kegiatan
atau tempat tingpal Wajib Pajak orang pribadi, atau di
tempal kedudukan Wagib Pajak Badan.

Pasal 2

{11 Wajib Pajak PBBKB clengan kemauan sendiri dapat
membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan
mensampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum
dilakukan Pemeriksaan

(2] Dalam hal pembewlan SPTPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyatakan Ilebih bayar, pembetulan
SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun
sebelum kedaluwarsa penetapan.

(3] Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud
pada avar (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan
SPTPD dilampin dengan SSPD sebagai bukti pelunasan
Pajak yang Kurang dbavar dan sanks{ administratif
berupa bunga.

{4 Atas pembetulan SPTPD vang menyatakan kurang bavyar
sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dikenai sanksi
administratil berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per
butan dari jumlab Pajak vang kurang dibayar, dihimung
darn tanggal jatubh tempo pembayaran sampat dengan
tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24
fdua pululi empat) bulan serta bagian dan bulan
dihitung penuh 1 [satu) bulan.

{3) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada avat (3),
tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan
pokok Pajak yang kurang dibayal.

Bagian Kelima
Pendataan, Monitoring dan Penelitian

Pasal 23

(1) Bapenda dapat melakukan pendataan, pengumptlan
informasi, dan monitoring untuk menguji kebenaran
data vang disampaikan dalam SPTPD dan/atau untuk
mendapatkan data penjuaian BBKE dar  konsummen
langsung.

(2) Bapenda dapat melakukan pendataan, pengumpulan
informasi dan  monitoring untwk menguji kebenaran
datayang disampaikan dalam SPPR.

(3] Pendataan, pengumpulan informasi. dan monitoring
sehagaimana dimaksud pada avatr (1) dan ayat (2) dapat
dikerjasamakan dengan Instensi yang membidangi
urusan Fnergi dan Sumber Daya Mineral, Pengawasan
Fungsional. BPH Migas, Bea Cukai, Direktorat Jenderal
Pajak, Aparat Penegak Hukum serta Instansi terkait

v
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Pasal 24

Bapenda dapat melakukan Penelitian atas SPTPD

PBBKB/SPPR Pajak Rokok dan SSPD yang disampaikan

WAPU PBBKB dan Pengguna langsung BBKB

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan

Pasal 12 ayat (1).

Penelitian atas SPTPD dan SPPR sehagaimana dimaksud

'pada avat (1] meliputi:

& kesesuamian batas skhir pembayaran dan/atau
penvetoran dengan tanppal pelunasan dalam SSPD
atau tanda bukt bavar lainnva;

b, kesesuaian antara S3PD denpgan SPTPD/SPPR; dan

c. Pengisien dan kelenpgkapan wajib secsuai denpan
format SPTPD/SPPR:

d. kebenaran datafinformasi vang diinput, penulisan,
penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.

Apabila berdasarkan liasil Pendatsan dan Monitoring

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan  hasil

Penelitian atas SPTPD/SPPR sebagaimana dimaksud

pada avat (2) dan ayat [3], diketahui terdapat Papk

terutang vang tidak atau kurang dibayar, Bapenda
menerbitkan STPD.

STPD  sebagaimana  dimaksud pada ayat (J
mencantimkan jumiah kekurangan permbayaran Pajak
terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga
sebesar 1% (satu persen} per bulan dari jumlah Pajak
yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutahgnya
Pajek atau berakhirmmya rmmasa Pajak, bagian Tahun
Pajak, atau Tahun Palak, untuk jangka waktu paling
lama 24 {dua puluh empat} bulan serta bagian dari
bulan dihitung penuh 1 [saty) bulan

Dalam hal hasil Penelivan atas SPTPD/SPPR
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi
penyampaian nformas: yang tidak sebenarnya dari
Wajib Pajak, Kepale Bapenda dapat melakukan
Pemeriksaan sesual ketentuan peraturan perundang-
undangan

Bagian keenam
Penaghan dan Kedaluwarsa

Faragraf 1

FPenagihan
Pasal 25

Utang Pajak vang tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT,
Surat  Keputusan Pembetulan, Surat RKeputusan

M
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Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar
Penagihan Pajak

(2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat {1]. utang pajak vang belum jatuh tempo
pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan tmbauan,

(3) Dalam hal dasar Penagthan Pajek sebagaimana
dimaksud pada ayar (1) tidak dilunasi setelah jatuh
tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan
Penagihan Pajak

(4] Bentuk dan mi SKPDKE dan SKPDKBT tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubwernour ini

Pasal 26

(1) Detam rangka Penagihan Pajak, Kepala Bapenda dapat
meneritkan STPD dalam jangka waktu paling lama 5
(lima] tehun sepk terutangnya pajak

(2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD dalam hal:

a. Pajak terutang tidak arau kurang dibayar;

b. hasil Penclitian SPTPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 terdapat kekurangan pembayaran
scbagai akibat salah tulis, salah Thitung, atay
kesalahan administratif tainnya oieh Weajib Pajak;

c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan, dan Putusen Banding
vang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo
pembayaran; atau

d Wajb Pajpk dikenakan sanksi administratil berupa
bunga dan/atau denda

(3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2|, berupa pokok Pajak vang kurang dibayar
ditambah dengan pembenan sankst administratif
berupa bunga secbesar 1 % (sama persen) per bulan
dihitung dari Pajak vang kurang dibayar, dihitung dari
tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal
pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan sejak saar terutangnya Pajpk serte
bagian dart butan dihitung penuh 1 {satu] bulan.

{4 Jumtah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud
pada aval (2) hurufl ¢ dikenai sanksi administratif
berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per
butan dari Papk yang tidak atau kurang dibayar,
dihitung dari tanggal jatuh tempo pernbayaran sampai
dengan tanggal pembayaran. untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat] bulan sejak seat
terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung
penub 1 (satu) bulan.

{5) Bentuk dan isi STPD tercantum dalam Lampiran V yang

L/
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merupakan bagian tdak terpisahkan dari Peraturan
Gubermur ini.

Pasuaj 27

(}} Pajak terutang berdasarkan STPD yang tdak atau
kurang dibayar oieh Wajib Pajak sampai dengan tanggal
jatuh tempo dapat ditagih dengan Surat Paksa.

{2} Penagihan dengan surat Paksa sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} dilakukan oleh Kepala Bapenda,

(33 Penagihan dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud
pada avat (2], dilakukan setelah mejalui mekanisme
sebagal bernikut:

a. surat teguran, dalam jangka waktu 7 (tujuh)] hari
terhitung sejakjaiuh temipo pembayaran;

. surat peringatan. dalam jangka waktu 7 [tujuh) hari
terhitung semk diterbitkannva surat teguran; dan

¢. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus
dan/arau surat lain yang sejenis, dalam jangka
wakitu 7 {tujuh} hari terhitung sejk diterbitkannya
surat peringatan.

(4) Apabila pajak yang terutang tidak dilunasi dalam jangka
waktu 2 x 2+ {dua kal dua puluh empat] jrm sesudah
tanggal pengeluaran surat paksa, Kepala Bapenda
menerbitkan  Surat Perniah  Pelaksanaan Penvitaan,
segtal ketentuen peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjur mengenai Penagihan berpedoman
pada ketentuan periaturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1] Dajain rangka melaksanakan Penaghan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Kepale Bapenda
berwenang untuk:

a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak
dan

b. menerbitkan:
1. Surat Teguran;
2 surat perintah Penagihan Seketika dan

Sekaligus:

Surat Paksa;

sural perintah melaksanakan penyitaan;

sural perintah penyanderaan;

sural peneabutan sita;

pefiguinuman lelang;

surar penentuan harga limit;

pernbatalan ieiang; dan

10. surat lain vang diperlukan untuk pelaksanaan
Penagihan Pajak
(2] Jurusita Pajk sebagaimana dimaksud pada avat (1)

v
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huruf a melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf2
Kedal uwarsa

Pagal 29

(1 Hak uniuk melakukan Penagihan Pajak sebapaimana
dimaksud dalam Pasal 25 menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutangma Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak
melakukan tmdak pidana di bidang perpajakan Daerah,

(2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran danfatau Surat Paksa;
atau

b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik
langsung maupun tidak langsung.

{31 Dalam hal diterbitkan Surat Teguran danjatau Suorac
Paksa sebagaimana dimaksud pada ayval (2} liuruf a
kedaluwarsa  Penagihan  «lihitung sepk  tanggal
penyampaian Sural Tegursn dan/atau Surat Paksa.

{4 Pengakuan utang Papak secara langsuhg sebagaimana
dimaksud pada ayat {2} huruf b, antara lain apabila
wajib Pajak dengan kesadarannya menyalakan masih
mempunyai Ulang Pajk dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Daerah,

3} Pengakuan utang Papk secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada avat (2) huref b dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan  pembayaran dan permohonan keberatan
oleh Wajb Pajak

[6) Dalam hal ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak
scbhagaimang dimaksud  pada avat {2) horuf b
kedaluwarsa  Penagihan  dihitung sejak  tanggal
pengakuan tersebut.

(7) Piutang Pajek vang tidak mungkin ditagih lagi karena
hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa
atau karena scbal vang lain dapat diliapuskan.

(8] Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengliapusan
piutang Paak berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kelujuh
Pemeriksaan Pajpk

Pasal 30

(1) Kepala Bapenda melakukan Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain

,‘./
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dalam rangka melaksenakan Retentuan peraturan

perundang- undangan.

Pemeriksoan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajaken sebagaimena dimaksud pada ayat

(1} dilakukan dalam hal:

& Wajb Pajpk mengajukan pengembalian atau
kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;

b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang
menunjukkan bahwa Pajak vang terutang tidak atau
kurang dibayar; atau

c. Wajb Pajak vyang terpilih untuk dilakukan
Pemerikssan berdasarkan analisis nisiko.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2},

dapat berupa:

a memeriksa SPTPD, STPD, SKPDKB, SKPDKHT, dan
SEPD atau dokumen iain yang dipersamakan;

b, melakukan pendataan, pemeriksaan dan peneiitian
faktafakta vang dilaporkan oieh Wajib Pajak dan
melakukan pengujian lapangan;

¢ memeriksa pembukuan Wajb Pajak dan Konsumen
Langsung.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dapat

meminta bantuan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan
Pengawasan Keuangen dan Pembangunan atau Instansi
terikait lainnya.

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dilakukan untuk:

a. pemberian NPWPD secara jabatan;

L. penghapusan NPWPD,

c. penyelesuian permohonan Reberatan Wajib Pajak;

d. pencocokan data dan/atau alat Keterangan;

e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak;
dan/fatau

{ tindak lanjut hasil monitoring, evaluasi danjatau

penclitian pajak.

Pemeriksaan untuk mjuan jain sebagaimana dimaksud
pada ayat (31 meliputi penentuan, pencocokan, ataug
pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan
PemeriKsaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan
Pajak berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan
mengenai pedoman Pemeriksaan Pajpk

Pasaj 31

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30, kewajiban Wajib Pajak vang

diperiksa meliputi:

a memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau
catatan, dolumen yang menjadi dasarnya, dan

v



" -

dokumen kin yang berhubungan dengan objek
prrmeriksaan;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat,
atal ruangan yang dianggap perlu dan memberikan
bantuan gupa kelancaran Pemeriksaan; dan/atau

c memberikan keterangan yang diperiukan,

2] Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pesal 30, hak Wajb Pajgk vyang
diperiksa paling sedikit:

a. meminta identitas dan bukti penugasan
Pemeriksaan kepada pemeriksa;

b meminta kepada pemeriksa untuk memberikan
penijelasan tentang alasan dan tajuan Pemeriksaan,
dan

c menerima dokumen  hasil Pemeriksuan serta
memberikan tanggapan &tau penjelasan atas hasil
Pemeriksaan.

(3] Dalam hal Wajib Papk tidak memenuhi kewajiban
sebagaiMana dimaksud pada avat {1}, besarnya Pajpk
terutang ditetapkan secara jabatan.

Pasal 32

Dalamm hal berdasearkan hasil Pemeriksaan sebapaimana
dimaksud dalam Pasal 30 terdapat kelebihan pembayaran
Pajak, Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB.

Bagian Kedelapan
Penghapusan Prutang

Pasal 33

(1) Gubernur melakukan pengelolaan piutang Pajpk untuk
menentukan prioritas Penagihan Pajak

(2} Gubermuar melaiui Kepala DBapenda memerintahkan
Jurusita  Papk  untuk  melakukan Penagihian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

(3} Piutang Pajpk yang tidak mungkin ditagih lagi karena
hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa
dapat dihapuskan.

(4} Piutang Papk yarg dihapuskan sebagaimana dimaksud
pada ayal (3] ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

(5) Kepulusan Gubernur sebapaimana dimaksud pada ayat
[4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:

a. pelaksanaan Penagihan schagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 sampai dengan batas waktu
kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 dan

L hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal

daerah. l./
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(6] Penagihan sebagaimansa dimaksud pada ayat {5) huruf a
dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

(7] Keteniuan iata cara penghapusan pimang lebth lanjut
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan
Penetapan Pajk Secara Jabatan

Pasal 34

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejk
tertangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN,

(2] SKRPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (§
diterbitkan dalam hal tcrdapat Pajpk yang kurang atau
tidak dibayar berdasarkan:

a. hasii Pcmeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30; atau
b penghitungan secarajabaran karena
1. Wajib Pajpk ndak menyampaikan SPTPD dalam
jangka wakm icrientu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal U ayat {6) dan telah diegur secara
tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya
sebagaimana ditentukan dalam Suratl Tegurang
atau
2. Wajib  Pajak tdak memenuhi kewajban
sebagaimana dimeaksud dalam Pasal 10 ayal (1)
atau Pasal 31 ayat (1}.

(3} SKPDKBT sebagaimunas dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan dalam hal ditemukan data baru danjatau
data vang semula belum terungkap dan menyebabkan
penambahan Papk yang terutang setelah dilakukan
Pemenksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.

4] SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1] diterbitkan
dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya
dengan jumlah kredit Pajpk atau Pajak tidak teruiang
dan tidak ada kredit Pajak

Pasal 35

(1) Jumlah kekurangan Pajpk yang terutang dalam
SKPDKDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat {2
huruf a dikenakan sanksi administralif berupa bunga
sebesar 18% [satu koma delapan persen] per bulan dari
Pujak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung
sejak saat terutangnya Pajak atau berakhimya masa
Pajak, bagian Tahun Pajak, atauz Tahur Pajk sampai
dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu
paling lama 24 [dua puluh empatj bulan serta bagian

dart bulan dihitung penuh 1 fsatu) bulan.
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(2] Jumlah Pajak yang lerutang  dalam SKPDKB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat () hungf b
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar
2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajpk yang
kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejk saat
terutangnya Papk atau berakhirnya masa Pajak, bagian
Tahun Pajak, atau Tahun Pajek sampai dengan
diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empal} bulan serta bagian dari
bulan dihitung penuh 1 ({satu) bulan, sejk saat
terutangnya Pajak ditambahkan dengan  sanksi
administratif bertpa kenaikan sebesar 50% (lima puluh
persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.

(3] Jumlah kekurangan Pajgk yang terutang dalam
SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat
(3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan
sebesar 100% (seratus persen) dari jumiah kekurangan
Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.

(4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2). dan SKPDKBT sehagaimana dimaksud paeda ayat (3)
wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 {satu)
bulan sejak tanggal dilerbitkan,

Bagian Kesepuluh
Keberatan dan Banding

Puragraf 1
Keberatan Pajak

Pesal 36

(1] Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada
Gubernur melalui Kepata Bapenda terhadap SKPDKB,
SKPDKBET, SKPDLB, SKPDN alau pemolongan atau
Pemungutan oleh pihak ketiga,

{2] Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara rertulis dalam baohasa Indonesia dengan
mengemukakan jumlah Pajk terwtang atau jumlsh
Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan
penghitungan Wajb Pajak dengan disertai alasan yang
jelas.

(3] Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lamz 3
tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB
atau BSKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau
Pemungutan, kecuali jika ‘Wajb Pajpk dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu i tidak dapat
dipenuhi karena keadaan kahar,

{4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud peda ayat (3}

mefiputi:
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bencana alam;

kebakaran;

kerusuhan massal atau huru-hara;

wabah penyakit; dan/ atau

kecelakaan/musibah yang tidak dapat dihindari;

(% Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah
membayar Pajek teruiang dalam SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atay Pemungutan
oleh pihak ketiga paling sedikit sejumiah yang telah
disetu jui Wajib Pajak.

6] Kebersan yang tidak memenuhi  persyaratan
scbagaimana dimaksud pada avat (1), ayat {2}, ayat {3},
dan ayat (5) tidak diangpap sebagai surat keberatan,

(7] Tanda penerimaan surat Keberatan dari Bapenda
kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan
sural keberatan.

{8 Dalam hal Wajb Pajk mengajuken keberatan, jangka
waktu pelunasan atas jumlah Pajk yang belum dibayar
pada saal pengajuan keberatan tertangguh sampai
dengan 1 (satu] bulan sejak tanggal penerbitan Surat
Keputusan Keberatan.

(9 Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan
permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada
avat 8] tidak ‘termasuk scbagai Utang Pajak
sebapaimana dinaksud dulam Pasal25 ayat {1).

oop pp

Pasal 37

(3) Gubernur melalui Kepala PBapenda harus memberi
keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajb
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat {l).

() Dalam memberikan Keputusan sebagaimana dimaksud
pada avat (1], Gubernur melalui Kepala Bapenda dapat
melakukan Pemeriksaan.

(3 Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) ditetapkan dalam jangka wakiu paling tama 12 (dua
belasj bulan scjak tanggal surat keberatan diterima
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (7).

(49) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa:

a. menenma seluruhnya;

b mnenerima sebagian;

¢. menolak, atau

d. menambah besarnyajumlah Pajak yang terutang.

(5 Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada avat (3] Gubernur tidak memberi suatu keputusan,
keberatan yvang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 38

{11 Dalam hal pengajuan Keberatan Pajak dikabulkan

v
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sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pank
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar
06% [nol koma enam persen] per bulan dihitung dari
Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puiuh empat] bulan serta bagian dari
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(3 !mbalan bunga sebagaimana dimeksud pada ayat (1)
dihitung scjak  bulan pclunasan sampaj dengan
diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

{3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atay
dikabulkan sebagian, Wajilb Pajak dikenai sanksi
administratif berupa denda schesar 30% figa puluh
persen) dari jumlah Pajpk berdasarkan keputusan
Keberalan dikurangi dengan Papk yang telah dibayar
sebelum mengajukan Keberatan.

Paragraf2
Banding

Pe=al 39

{1} Wajib Papk dapat mengajukan permohbonan banding
hanya kepeda Badan Peradilan Pajpk atas Surat
Keputusan Keberatan vang ditetapkan oleh Gubernur
sebagaimana dimaksud datam Pasal 37 ayat (1} paling
lama 3 {lga) bulan sejak keputusan diterima dengan
dilampiri Surat Keputusan Keberatan.

(22 Permohonan banding schbagaimana dimaksud pada ayat
(1} diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia tan
dengan disertai alasan yang jelas.

(3] Permohonan banding scbagaimana dimaksud pada ayat
(1} menangguhkan Kewajiban membayar Pajpk sampai
dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan
Banding.

(4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan
Ketenluan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

(1) Daiam hal permohonan banding dikabulkan sebagian
gtau  seluruhnya, kelebihan  pembayaran  Pajak
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar
06% (nol koma enam persen] per bulan dihitung dari
Papk yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empal) bulan serta bagian dari
bulan dihitutig penuh 1 (satu] buian.

(2 Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung seak bulan  pelunasan  sampai  dengan
diterbitkannya Putusan Banding.

(3) Dalam hal Wajb Pajak mengajukan permohonan

v
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banding, sanksi administrat:f berupa denda sebesar
A% (tiga puluh persen} sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (3] udak dikenakan.

{4 Dalam hal permohonan banding ditolak atay dikabulkan
scbagian, Wajh Pajek dikena: sanksi administrauf
berupa denda sebesar 60% [enam puluh persen) dari
jumlah Pajak berdasarken Putusan Banding dikurangi
dengan Pajuk yang telah dibayar scbelum mengajukan
keberatan.

Bagian Kesebelas
Tata Cara Pemiberian Keringanan,
Penguraingan dan Perubebasan Pajek

Pasal 41

(1) Gubemur dapat memberikan insentif pajak berupa
pengurangan, keringanan, dan pembebasan Papk vyang
berlaku umum sesuai kebijakan Pemerintah Pusat dan
Daerah.

(2) Insentif pojak sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
diberikan atas pertimbangan untuk:

menjalankan amanah peraturan yang jebih tinggi;

mendulkung program strategis Pemerintah /Nasional;

memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha
memberikan kemudahan berusaha;

mendorong perekonomiang

kegiatan soslal, keagamaan dan pemerintahan;

mendukung kebijakan strategis Peruerintah Daerah;

dan
h. mencapai sasaran fertentu yang merupakan
kepentingan 1 um rnaupun kepentingan
Pemerintah Daerah

(3) lnsentif Pajak sebagaimana dinaksud pada ayat (2]
dapat mencalkup pokok funggakan pajak dan/atau
sanks) administratil

(4) Insentif Pajak ditetapkan dengan XKeputusan Gubernur,

LT - I

Pasal 42

(1) Gubernur dapat menberikan insentif pajk berupa
prngurangen, keringanan, dan pembebasan Pajak yang
berlaku khusus untuk Wajib Pajak yang mengajukan
permohonan.

(2) Pemberian insentif Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan atas pertimbangan:

g chiek pajok rusak dan lidak dapat digunakan dalam
jangka wakiu lertentu;

b, objek pajk musnah atau hilang;

o ‘wajb pajak pailit;

v
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keadaan kahar;

kemampuarn wajib pajai;

mendereng perekunomian daerab;

kegiatan sosial, keagamaan dan pemerintahan;

mendukung program strategis pemenntah daerah;

Atau

untuk mencapal tujusn terientu demi kepentingan

umum dan pemerintaban; dan

(3] Pemberian insentif pajk yang meliputi pokok pajk dan
sanksi administratif ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur yang ditandatangani oleh sekretaris Daerah.

4] Pembenan insentif pajak kbusus terhadap sanksi
administratif berupa denda dan/atau bunga ditetapken
dengan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh
Kepala Bapenda.

(5) Pemberian keringanan pajk ditetapkan oteh Kepala
Bapenda.

T ot op

=

Pasal 43

{1} Permohonan pengurangan, keringanan, dan
pembebasan Pajak secbegaimana dimaksud datam Pasai
42 ayat |1} disjukan otch Wajb Pajak secara tertulis
kepada Gubernur melalui Kepala Bapenda.

(2] Suraet permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan SPTPD dan bukti-bukti pendukung
yang menyatakan Kebenaran alasan permobhonan
pengurangan, ikeringanan dan pembebasan pajak

(3) Gubermnur barus memberikan Keputusan paling tambat
12 [(Dua Belas) Bulan sejk surat permohonan
sebagaimana dimaisud pada avat (1}

(4] Setelah lewat jangka waktu 12 [Dua Belas) Bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat {3), belum ada
kKeputusan, permohenan pengurangan, keringanan, dan
pembebasan Pajak dianggap dikabulican.

Bagian Keduabelas
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

"usal 44

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya,
Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan STPD,
SKPDKB, SKPDKET, SKPDN, atau SKPDLE yang dalam
penerbitannya terdapat  Kesalahan tulis  dan/falau
kesalahan hitung danjatau kekeliruan penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan Daerah,

(2} Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan. t/
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(3} Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (i),
Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut
dengan melakukan penelitian terhadap permocheonan
Waib Papk

(4 Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (3], Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi,
dan/atau keterangan yang diperlukan,

(5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permochonan
Wajb Pajak secbagaimana dimaksud pada ayat (3),
Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan
Pembetulan sebagairmana dirmaksud pada ayat {2) dalam
jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
surat permohonan pembetulan diterima.

{) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5| dapat berupa:

g mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan
membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat
berupa  menambahkan, mengurangkan, atau
menghapuskan jumlah Pajgk yang terutang,
maupun sanksi administratif berupa bunga, denda,
dan kenaikan Pajak; atau

b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil
Pemeriksaan maupun  ketetapan Papk  yang
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan
tata cara yang ditentukan; dan

e menoiak permchonan Wagh Pajlk

Bagian Ketigabelas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajk

Pasal 45

(1) Kkelebikan pembayaran dapat terjadi karena:

A Kkesalahan penetapan;

b, 2 {dua) kali atay lebih pembayaran untuk objek yang
sama;

c. diterimanya permohonan pembetulan, pembatalan,
pengurangan ketetapan atau  pengurangan  sanks)
administrasi:

d. diterimanys permchonan Keberatan; atau

e. diterimanya permochonan Banding,

{2y Kelebihan pembayaran dikumpensasikan Utk
membayar kewajiban pajak berikutnya danjatau utang

pajk iamnya.
Pasal 46

(1} Dalam bal tidak ada kewsnjiban pajpk berikutnya,
maupun tang pajk iainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 ayat {2), Wajib Pajak dapat mengajukan

}./
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permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atau

restitusi.

(2] Pengajuan permahanan Restitusi sebagaimana
dimaksud pada ayat () dilakukan dengan cara sebagai
berikut:

a. wajib pajak atau kuasapya mengajukan surat
permohonan secara tertulis paling lambalt 3 (tiga)
bulan sejak tanggal keletapan pajak/tagihan
pajak/keputusan atas keberatan dan banding;

b melampirkan fotokopi SKPD yang telah lunas agay
dakumnen lain yvang dipersamakan; dan

¢ rekomendasi dari Kepala UPT setempat.

(2] XKepala Bapenda dalam jangka wakiu paling lama 12
[dua belas] bulan sejak diterimanya permohonan
Restitusi harus memberikan keputusan.

[4) Dalam hal keputusan tidak diberikan sampaj dengan
batas wakitu sebagaimana dimaksud pada ayat (3], maka
pemahonan dianggap dikabulkan dan SKPDLE harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 2 [dua)
bulan.

(5] Pengembalian kelebihan pembayaran harus dilakukan
dalam waktu 2 ({(dua} bulan sejak diterbitkannya
SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar
Kelebihan Pajak.

{6) Dalam hal pengembalian kelebthan pembayaran pajak
dilakukan selelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB, Wajib pajak menerima imbalan
bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen] per bulan
atas keterlambatan pembayaron tersebut.

Bagian Keempatbelas
Penghitungan Bagi Hasil Pajak

Pasal 47

{1) Hasil penerimaan PBBEEB den Pajak Rokok schagian
diperuntukkan bagy Kabupaten/Kaota dengan ketentuan
sebapai berikut:

a hasil penerimaan PBBKDR dibagihasitkan kepada
Kabupaien/Kota sebesar 70% [tujuh puluh persen);
dan

b. hasil penerimaan Pajak Rokok dibagihasilkan
kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh
persen).

() Besaran bagi hasil Pajpk per Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
memperhaliken aspek pemerataan dan/atau potensl
antar Kabupaten/ Kota.

(3) Besaran bagi hasil Pajpk per Kebupaten/Kota
secbagaimana dimaksud pada ayal (2] dirinei dalam

V/



=31 =

besaran bagi hasil Pajak per Kabupaten/Kota, dengan

ketentuan:

a. bag hasil PBBRKB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1] huruf a dibagi secara proporsional sebesar 70%
[fujuh puluh persen) berdasarkan jumilah Kendaraan
Bermotor  terdaftar di  Kabupaten/Kota dan
selisihnya dibagi rata kepada seluruh
Kabupaten/Kota; dan

b bagi hasill Papk Rokek sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dibagi seeara proparsional
berdasarkan variabel jurnlah penduduk
Kabupaten/Kota schesar 30% [tga puluh persen)
dan sisanya dibagl rata keseluruh Kabupaten/Kota,

(4 Conteh penghitungan bagi has! PBBKB dan Pajk
Rokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

3) Penetapan alokasi bagi hasil PEBBKB dan Pajak Rokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (3] huruf a dan huruf
b untuk rmasing-masing Kabupaten/Keta didelegasikan
kepada Kepala BKAD,

Pasal 48

(1) Penyaluran bag hasil Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 avat (3] huruf a dan huruf b dilakukan
melalui pemindahbukuan dari RKUD ke kas daerah
Kabupaten/Kota.

(2} Penyaluran bagi hasil PBBKB dilakukan paling lambat 7
[fujuhl han kerja selelash berakhirnya jangka waktu
yvang menjadi dasar penghitungan bag hasil Pajak.

(31 Penyaluran begi hasil Pajpk Rokok diluksanakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
mehgenai tata eara pemungutan dan penyetoran Pajak
Rokok.

Bagian Kelimabelas
Pemanfaatan Pajk

Pasaldg

(1} Hasil penerimaan Pajpk dimanfaatkan  dengan
ketentuan:

a. palng sedikit 50 (lima pulub persen) dari
penerimaan  Pajpk  Rekok  digunakan  untuk
peningkatan pelayanan Kesehatan masyarakat dan
penegaltan hukum; dan

b. paling sedikit 15% (satu koma lima persen) dari
penerimaan PBBKEB, setelabh dikurangi bagi hasil
pajak. digunakan untuk meningkatkan kualitas
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(3)

(4)
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pelayanan pembayaran Pajak dan untuk
mengoptimalkan pemungutan Pajak vang
bersangkutan.
Alokasi pemanfaatan Pajak Rokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan lebih lanjut
oleh Gubernur.
Alokasi pemanfaatan PBBKB sebagaimana dimaksgyd

pada ayal (1) buruf b, antars lain digunakan untuk

memixayai kegiatan optimalisasi pemungutan Pajak

Daerah vang dikerjassamakan dengan Pemerintah,

Pemerintah Kabupaten/ Koia dan Pihak Ketiga.

Bagian Keenambelas
Pengan-asan dan Pemenksaan Papk

Pasal S0

Gubernur melakukan pengawasan dan pemeriksaan

pajak

Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) secars teknis dilakukan oleh Kepala

Bapenda dan/atau pemeriksa fungsional.

Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada aval {2) antara lain dilakukan pada DEPO,

SPBU,SPBT, APMS, PSPD, SPRB, SPBG dan penyedia

bahan bakar lainnva, yang dijual maupun digunakan

sendiri pada semua sektor usaha balk yang berada o

daral maupun di laut.

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), dapat dilakukan Tindakan Penelitian

untuk menguiji kepatuhan wajib pajak.

Tindakan Penelitian scbagaimana dimaksud pada ayat

(2], dapat berupa:

a. penelusuran dokumen penjualan/penyaluran BBKD
pada Penvedia dan agen;

b. penelusuran dokumen pembelian BBKB pada
konsumen akhir:

¢ meminta bukti pembelian/penjualan atau bukti
pemesanan BBKE:

d memeriksa surat bukti pembayaran dan {anda
pelunasan pajak;

e. memeriksa dan meneliti faliafakta yang dilaporkan
oleh Wajib Pajal

£ memeriksa titik-tittk penyimpanan BEM; dan

g meminta bantuan alat mnegara untuk memeriksa
tempat terteniu.

Pengusaha. Pemilik, Pengurus, dan karyawan wajib

mengizinkan, membantu, dan memberikan keterangan

kepada petugas dalam rangka pemeriksaan

L/



-3 -

sebagarnana dimaksud pada ayat (3).

{f) Tata cara pemeriksaan lebih lanjut berpedoman pads
ketentuan peraturan  perundang-undangan mengenai
pemeriksaan di bidang pajgk daerah.

Bagian Ketujuhbelas
Inmensifikasi Pajak

Pasal 51

(1) Kepala Bapenda dapal melakukan kerja sama dengan
instansifunit kerjd terkait untuk kelancaran dan
optimalnya pemungutan PBBKB dan Pajak Rokok.

{2) Herja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dilakukan dengan aparat penegak hukum, Badan
Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPFH Migas), instansi
yang menerbitkan perizinan, Direktorat Jenderal Pajpk
dan Dircktorai Jenderal Dea Cukai Kementerian
Keuangan Republik Indonesia, dan pemerintah daerah
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BABIV
PAJAK ALAT BERAT DAN PAJAK AIR PERMUKAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 52

(1) Setiap kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat
merupakan objek PAB,

(4 Setiap pengambilan dan/atau  pemanfaatan  Air
Permukaan merupakan obiek PAP.

(3) Pemungutan PAB dan PAP dilakukan oleh Kepala
Bapenda melalui Kepala UPTD.

(4 Objek PAB dan PAP sebagaimana dimaksud peda ayst
(1) dan ayat (2} wajib didaftarkan di Daerah melalui
Bapenda

(5} Selaku pemungut PAB dan PAP, Bapenda wajb
melakukan intensidikas dan ekstensifikasi pemungutan
secara maksimal dengan tidak mengabaikan ketentuan
perauran perundang-undangan yvang lebih tinggi dan
kepeniingan umurm.

Pasal 53

(1) Setiap pengambilan danfatau pemanfaatan Al
Permukaan wajb memperoleh izin dari Instansi yang
berwenang menerbitkan perizinan dan nonperizinan
serta wajib menggunakan alat ukur debit air.
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Pemungritan PAP dilakukan terhadap orang pribadi atau
badan yang 'melakukan pengambilan dan/atau
pemanfaatan Air Permukaan, baik yang memiliki izin
meupun yang bdak memiliki izin,

Bapenda harus mendorong wajb papk yang belum
memiliki izin untuk bermohon izin ke instansi yang
berwenang dan melaporkan wajib pajak tersebut ke

instansi pemberi izin.

Fasal 34

Badan dan perorangan yang memperoleh  1zin
pengambilan, pengeloluan dan/ataun pemanfaatan Air
Permukaan wajb melaporkan kepada Kepala Bapenda
melalui Kepala UPTB paling lambat 1 (sary] bulan
setelah  tanggal terbithnya surat izin dan/atau
rekomendasi.

Kepala UPTB melakukan koordinasi yang intensil dan
efektif dengan Instansi yang berwenang menerbitkan
perizinan dan nonperizinan di wilayah masing-masing
untuk mendapatkan data  terkait  izin  Maupun
rekomendasi pengelolaan dan  pemanfaatan  Air
Permukaan yang diterbitkan.

Kepala UPTB menginventarisir surat izin danfatau
rekomendasi sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) dan
ayat (2] dan melakukan pendataan dan sorvei lokasi,
dalam rangka pemungutan Pajak.

Bagian kedua
Masa Pajak

Pasal 55

Masa PAB adalah 12 [dua belas] bulan berturut-turut,
Masa Pajk PAP adalah 1 [satu] bulan kalender, kecuali

terhadap objek pajpk yang usahanya diatur dengan
kontrak karva bersaina Pemerintah Pusat, masa

pajaknya ditetapkan 3 (tiga] bulan kalender.

Bagian ketiga
Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Paragraf |
Pendaftaran Objek Pajak

Pazal 56

Wajb pajak mendaftarkan dan melaporkan objek

pajaknva kepads Kepsla Bapenda dengan menggunakan
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SP3D.

(2) Berdasarkan BP30) sebagaimana dimaksud pada ayat
U, Wajb Pajak mendapatkan NPWPD atay nomof
regstrasi.

{3) NPWPD secbagaimana dimaksud padz ayat (2) untuk
orang pribad: dibubungkan dengan Nomor Induk
Kependudukan sedangkan untuk Badan dihubungkan
dengan Nomor Induk Berusaha.

{4) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan dir, Kepala
Bapenda secam jabaran menerbitkan NPWPD dan SKPD
berdasarkan data vang diperoleh atau dimiliki oleh
Dee riah.

(59 Bentuk dan isi SP3D sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} tercantum dalam Lampiran WI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 57

(1} Pendaftaran cbjek PAB dilakukan paling lama:

8, 30 (uga puiuh) hari sejak Alat Berat berada di
Daerah untuk objek bary; dan

b. pada saat jatuh tempoe untck pembayaran PAB
tahun berikutnya;

(2y Pendaftaran objek PAP dilakukan paling lama:

a 30 (Uga puluh) hari sejak dilakukannya pengambilan
dan/atau pemanfaatan Al Permukaan untuk ohjek
baru: dan

b. 3 hari kerja setelah berakhirnya masa pamk untuk
pembayaran PAP berikutnya

(3 Wajib pamk wvang tidak melaksanakan Kketentuan

sehagaimana dimaksud peda ayat (1] dan avat [2)

dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar

1% (satu persent pr bulan dari pajak terutang untuk

paling lama 24 ([dua puluh empat} bulan,

Pasal 58

{1 Bapenda melakukan pendataar, pengumpulan
informasi, dan monitoring untuk menguij kebenaran
data vang disampaikan dalam SP3D danfatau untuk
mendapatkan data objek dan subjek pajak baru

{2] Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh UPTB dan dapat bekerja sama dengan
Instansi vang membidangi urusan Energi dan Sumber
Daya Mineral, Sumber Daya Air, Cipta Karva dan Tata
Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sera
Instansi terkait lainnyva,
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Paragraf2
Penetapan Pajak

Pasal 39

PAB dan PAP merupakan Pajask yang dipungut
berdasarkan penetlapan Bapenda,

Pajok ‘teruteng ditctapken dengan SKPD berdasarken
SP3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat {1)
atau  berdasarkan hasil pendataan,  pengumpulan
inforrmasi, meonitoring dan  penelitian  sebagaimana
dimaksud dalam Pazal 38 ayat {1).

Bentuk dan isi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) tercantum dalam Lampiran VIl yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Gubernur ini.

Pasal60

Besarmnya PAB  terutang dihitung dengen cara
mengalikan tan{ pajk déngan Dasar Pengenaan PAB.
Dasar Pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) adalah NJAB.

NJAB secbagaimana dimaksud pada ayat {2} berpedoman
pada peraturan Menteri,

Dalam hal terdapat Alat Berat yang belum ditetapkan
NJAB-nya sebagaimana  dimaksud pada ayat  [3),
Gubernur dapat menetapkan tentang NJAB atas Alat
Berat sampai dengan ditetapkannya NJAB oleh Menteri.

Pasal 61

Penetapan besarnya PAB terutang dalam SKPD dihitung
untuk jangka waktu 12 {dua beias) bulan berturut.
turut, lerhitung se julk kepemilikan dan/atau
penguasaan Alat Beral secara sah atau sejk tanggsl
jatuh tempo pembayaran pajak berikutnya.

Dalam hal Alat Berat yang masuk ke Paerah telah
membayar PAB dari Daeerah asal, maka PAB dipungut
untuk masa pajak berikutnya,

Apabila Wa jb Pajak tetap membayar PAB di deerah asal,
maka PAB tetap dipungut di Daerah dan Wajib Pajak
dapat meminta restitusi ke daerah asal

Pasal 62

Penetapan PAP dihitung mulai dari sumber pengambilan
dan/saitau pemanfaatan Air Permukaan.

Besarnya PAP dihitung dengan cara mengalikan tarif
pajk dengan NPAP.
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(3) Besaran NPAP sebagaimana dimaksud pads ayat {2)
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan
berpedoman pada peraturan menteri yang membidangi
pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 63

{1} Penctapan PAP terhadap pengambilan dan/atau
permanfaatan Air Permukaan yang tidak menggunakan
alat uvkur debit/volume air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 ayat (1), akan dihjtung secara taksasi
dengan penambahan schesar persentase kehilengan air
berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan
atan pemeriksa fungsional yang sah lainnya, dikurangi
20% (dua puluh persen| yang merupakan batas toleransi
kehilangan ain

{2) Apabila tidak ada hasil oudit yang menyatakan lingkat
kebocoran air, maka penambahan hasil penghitungan
taksasi adalah sebesar 35% [tiga puluh lima persen).

Pasal 64

{1] Dalam bhal berdasarkan hasil pemeriksaan atau
keterangan lin lernyala jumlah pajgk yang lerutang
lebih besar dari jumiah papk yang dihilung
berdasarkan SP3D yang disampaikan oleh wajib pajak,
Kepala Bapenda menelapkan kekurangan papk
lerutang dengan mengpunakan SKPD.

{2) Penetapan papk terutang sebagaimana dimaksud pada
ayot (1) tanpa dikenakan sanksi administratif.

(3] Pajak terutang dapat ditetapkan dan ditagih paling lama
5 [limay 1ahun sepk terutangnva pajak.

Paragraf3
Pembayaran Pajak

Pazal b5

{11 Pemungutan PAB dan PAP dilarang diberonglan.

{2) PAB dibayar sekaligus uniuk jangka wakilu 12 (dua
belas bulan ke depan).

(3] Pembayaran PAB terutang dilakukan paling lama 30
[tiga puluh) hari seppk Alat Beral berada di Daerah, atau
pada tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKPID.

(4] Pembayaran PAP terutang dilakukan dalam waktu 10
(sepuluh} hari setelah dilerimanya SKPD atau paling
larmbat 25 (dua puluh limaj bari setelah berakhirnya
masa pajak.

{5) Dalam hal jaiuh tempo pembayaran jatuh pada hari
ibur, maka pembayaran depat diakukan pada han
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kerja benkutnya,

(6} Dalam hal Wajibh Pajak tidak membayar tepat pada
waktunya scbagaimana dimaksud pada ayat {3) dan ayat
(4), dikenai sanksi administratif berupa hunga schesar
1% {satu persen) per bulan dan Pajak terutang yang
tidek atau kurang dibayar ateu disetor, dihitung dari
tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal
pembayaran, untuk jangkae waktu paling lma 24 (dua
puluh empat) bulan serta bagan dari bulan dihitung
penuh I (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan
STFD.

{7) Bentuk dan isi STPD tercantum dalam Lampiran [X
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 66

{1) Wajib PAB dan PAP melakukan pembayaran pajk yang
terutang dengan menggunakan SKPD danjfatau SSPD
secara non lunai.

{2) Pembayaran pujak sebagaimana dimaksud pada ayat [2)
dilakukan melalui  sistem  pembayaran  berbasis
elektronik.

{3) Daiarn hal sistern pembayaran berbasis elektronik belum
tesedia, pembayaran pajak dilakukan secara Non Tunai
langsung ke RKUD.

{4} Tanda buktl pembayaran secara fnon tunai merupakan
alat bukti pembayaran yang sah.

Bagian Keempat
Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 67

(1) Besarnya penetapan dan pembavaran pajak dicatat dan
dihimpun dalam Buku Peherimaan Pajak.

{2) Buku Penerimaan Pajpk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat Daftar Penetapan, Penerimaan dan
Tungeakan Pajak.

{3) Daftar penetapan, penerisaan, dan  tunggakan
schagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar
pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak
secara berkelanjutan, sesuei masa pajpk

[4) Laporan sehagaimana dimaksud pada ayat (3
disampaikun oleh masing-masing Kepala UPTB kepada
Kepala Bapenda paling lambat 7 (tujuh) hari kerja bulan

berikutnya.
{3) Bentuk dan isi Buku Penerimaan Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] tercantum alam Lampiran X

yang merupakan bagian tidak lerpisahkan dari
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Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Penagihan dan Kedaluwarsa

Paragraf 1
Penagihan

Pusal 68

(1} Utang Pajak vang tercantum dalam SKPD, Surat
Kepurusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,
dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan
Pajak

[2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), utang pajpk vang belum jaluh empo
pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.

{3] Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) tidak dilunasi selelah jatuh
tempo pembayaran atau pelunasan. dapat dilakukan
Penagihan Pajak

Pagal 69

{1} Dalam rangka Penagihan Pejak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68 ayat |3}, Kepala Bapenda dapal
menerbitkan STPD dalam jangka waktu paling lama 5
{lima) tahun sefk terutangnya pajak

(¢} Kepuala Bapenda menerbitkan STPD dalam hal:

a Pajak lerutang dalam SKPD, tidak atau kurang
dibayar setelahjatuh 1empo pembayaran;

b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding, tidak atau kurang
dibayar setelah jalwuh lempo pembayaran; atau

¢ Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif herupa
bunga dan/atau denda.

[3] Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud
pada aval {2} hurul a. berupa pokok Papk yang kurang
dibayar  ditambah dengan pemberian  sanksi
administratif berupa bunga sebesar Pt {satu persen) per
hidan dar1 Pajak yang kurang dihayar, dihitung dan
tanggal jetubh tempo pembayaran sampai dengan tanggal
pembayaren, untuk jangka wakiu paling lama 24 (dua
puluzh empat] bulan sepk saat terutangnya Pajak serta
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(4 Jumiah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud
pada ayel [2) huruf b, dikenai sanksi administracf
berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per
bulan dari Papk yang tidak atsu kurang dibayar,
dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai

4
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dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat] bulan sejek  saat
terutangnya Pajak serta bagian dari bylan dihitung
penuh 1 (satu] bulan.

Pasal 70

Pajak yang lerutang berdasarkan STPD yang tidak atau

kurang dibayar oleh Wajib Pajak sampai dengan tanggal

jatuh tempo dapat ditagih dengan Surat Paksa,

Penagihan dengan surat Paksa scbagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan cleh Kepala Bapenda.

Penagihan dengan Sural Paksa sebagaimana dimeksud

pada ayat |2), dilakukan setelah melalui mekanisme

sebagai berilouat:

a. sural teguran, dalam jangka waktu 7 {tujuh} hari
terhitung sejak jatuh tempo pembayaran;

b. sural peringatan, dalam jengka waktu 7 {tujuh) hari
terhitung sepk diterbitkantiya surat teguran; dan

e surat perintah penagiban seketika dan sekaligus
danfatau surat lain vang sejerus, dalam jangka
wektu 7 [tujub) hari terhitung sejpk diterbitkannya
surat peringatan.

Apabila pajak yang terutang tidak dilunasi dalam jangka

wakma 2 x 24 jam sesudah tanggal pengeluaran surat

paksa, Kepale Bapends menerbitkan Surat Perintah

Pelaksanaan Penyitaan sesuai dengan  ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebib lanjut mengenai Penagiban berpedoman

pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Dalam rangka melaksanakan Fenagihan dengan Surat
Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)
Kepala Bapenda berwenang untuk:
a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita. Pajak;
dan
b, menerbitkan:
1. Surat Teguran;
2, surat perintah  Penagihan  Seketika dan
Sekaligus;
Sural Paksa;
surat perintab melaksanakan penyitaan;
surat perintah penyanderaan;
surdat pencabutan sita;
pengumuman lelang,
sural penentuan barga limit;
pembatalan lelang; dan

r- - SN = N R Y
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10, surat kin vang diperlukan untuk pelaksanaan
Penagihan Pajak
Jurusita Pgapk sebagaimans dimaksud pada ayat (1)
huruf a melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf2
Kedaluwarsa

Pasal 72

Hak untuk melakukan Penagihan Pajpk sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 68 avat {1) menjadi kedaluwarsa
setzlah melampaul waktu S (lima) 1ahun terhitung sejak
saat terulangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah,
Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tertangguih apabiia:
e, diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa:
ATAL
b ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik
langsung maupun tidak langsung,
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat
Paksa sebagaimana dimaksud padas ayat [2) huruf a,
kedaluwarsa  Penagihan  dihitung  sejak  tanggal
penyampaian Surat Teguren dan/atau Sural Paksa,
Pengaiktuan utang Papk secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain apabila
Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada
Pemenntah Daerah.
Pengakuan wutang Pajk secara tidak langsung
scbegaimana dimaksud pade ayat (2] huruf b dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan
aleh Wajib Pajak.
Dalam hal ada pengakuan utang Pajek dari Waiib Pajpk
sebagaimana dimaksud pada ayat (2 hurul b
kedaluwarsa  Pemagihan  dibtung sepk  tanggal
pengakuan tersebut.
Piutang Pajak vang tidak mungkin ditagih lagi karena
hak untuk melakukan Penagihan sudsh kedaluwarsa
atau karena sebab yang lain depat dihapuskan.
Ketentuan lebih Janjut mengenai tata cara penghapusan
piutang Pajak berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang belaku.
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HBagian Keenam
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Papk

Pagal 73

(1] Kepala Bapenda karena jabatannya atau Kkarena
permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD
atau STPD  yang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan tulis, kesalahan hitung, danfatau kekeliruan
dalam  penerapan peraturuan perundang-undangan
perpajakan daerah.

(2) Pembetulan scbagaimuna dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam Sural Keputusan Pembetulan.

(3t Dalam hal pembetulan didasarkan atas permochonan
Wailh Pajak sebagmimane dimaksud pada ayat (1),
Kepala Bapenda menindaldanjuli permohonan tersebut
dengan melakukan penelitian terbadap permohonan
Wapb Pajak.

(4] Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat {3}, Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi,
dan/atau keterangan yung diperlukan.

(5) Dalam bal pembetulan didasarkan atas permohonan
Wajib Pajk sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Kepala Bapenda wajih menerbitkan Surat KepUtusan
Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dalam
Jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
surat permchonan pembetulan diterima.

6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud
pada ayal [5) berisi keputusan berupa:

a mengabulkan permobonan Wajib Pajpk dengan
membetulkan kesalahan atat kekeliruan yang dapat
berups  menambabkan, mengurangkan, atau
menghapuskan  jumlah PPajpk yang terutang,
maupun sanksi administratif berupa bunga, denda,
dan kenaikan Pajak; atau

h membatalkan STPD atau membatalken hasil
Pemeriksaan maupun  ketetapan Pajask  vang
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan
tata cara yang ditentukan; dan

e. menolak permohonan Waib Pajak.

Pazal 74

i1} Permochonan pembetulan atau pembatalan Ketetapan
pajak harus disampaikan kepada Kepala Bapenda paling
lambat 30 (tiga pulul} hari kalender sejpk diterimanya
surat ketetapan atau surat tagiban,

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayar (1)
diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan

v
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disertai alasan yang jelas dan dilengkapi dokumen
pendukung vang diperlukan.

(3 Kepala Bapenda menindaklan juti permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dengan melakukan
penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak

(4] Permochonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2 tidak
menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 75

(1) Kepala Bapenda wajb menerbitkan Surat Keputusan
Pembetulnon atau pembatalan keletapan pajak dalam
jangka waktu paling lama 6 {enam} bulan sejak tangeal
surat permohonan diterima.

(2] Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} tidak dipenuhi, maka permohonan Wajib
Papk dianggap dikabulkan.

Pasul 76

(1) Kepala Bapenda berwenang melakukan Pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajk
dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai Pajk dan
Retribusi.

(2) Pemeriksaan untuk menguiji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1] dilakukan dalam hal:

a. Wajib Pajak mengajukan pedgembalian atau
kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;

b terdapal keterangan lain berupa data konkrel yang
menun jukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atay
kurang dibayar: stau

¢ Wajih Pajpk vyang terpilih untuk dilakukan
Pemerikzsaan berdasarkan analisis nisiko.

{3} Pemeriksaan uatuk tujuan lain sebagaimana dimaksud
pada ayat {1] dilakukan pualing sedikit untuk:

a. pemberian NPWPD secarajabatan;

b. penghapusan NPWPD;

c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak:

d. pencocokan data dan/atau alal keterangan;

e. pemeriksaan dalam rangka Pebagihan Pajak;
dan/atau

I tndak lanjut hasil menitoring, evaluasi dan/atau

penclitian pajak.
{4] Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud
pada avat (3] meliputi penentuan, pencocokan, atau
pengumpulan materi yang berkatan dengan tujuan

Pemeriksaan
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(3) Ketentuan lebth lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan
berpedoman pada Peraturan Menteri  Keuangan
mengenai pedoman pemeriksaan pajak.

Pasal 77

(1] Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76, kewajiban Wajib Pajak yang
diperiksa meliputi:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atay
catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan
dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak
yvang terutang;

b, memberikan kesempatan untuk memasuki tempat
atau ruangen yang dianggap peflu dan memberikan
bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atay

¢ memberikan keterangan yeng diperlukan,

{2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimang
dimaksud dalam Pasal 76, hak Wajib Pajak yang
diperiksa paling sedikit:

a. Meminta identitas dan bukti penugasan
Pemeriksaan kepada pemeriksa;

h meminta kepada pemeriksa untuk memberikan
penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
dan

¢ menerima dokumen hasil  Pemeriksaan serta
memberikan lanpgepan atan penjelasan atag hasit
Pemeriksaan.

{3) Dalam hal Wajib Pajak tidak meMenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud pada avat {l), besarnya Pajak
terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagan Ketujuh
Kcberatan dan Banding

Paragraf 1
Keberatan

Pasal 78

{1l Wajib Pajpk dapat mengajukan keberatan kepada
Gubermur mclalui Kepala Bapenda terhadap SKPD dan
Surat Ketetapan Pajek lainnya.

(2) HKeberatan sebagaimana dimaksud pada ayal (i)
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah
Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasaTkan
penghitungan Wajb Pajak, dengan disertai alasan yang
jelaa.

(3t Pengejuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
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(1} harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3
(liga) bulan sejak tanggal SKPD dikirim alau tenggal
pemotongan atau pemungulan, kecuali jika Wajib Pajk
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu ¥u tidak
dapat dipenuhi kerena Keadaan kahar,

Keadsan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3
melipuli:

a. bencana alam;

b. kebakaran;

¢. kerusuhan massal atan huru hara;

d. wabah penyakitl; dan/atau

e. kecelakann/musibah yang tidak dapat dihindari.
Keberatan dapal diajukan apabila Wajib Papk telah
membayar Pajak lerutang dalam SKPD paling sedikit
scjumlah yang lelah disetujui Wajib Pajak.

Keberatan  yang  tdak  memenuhi  persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayal (2j, ayal {3)
dan ayal (3] Udak dianggap sehagai surat keberatan,
Tanda penerimaan swal KReberatan dari Bapenda
kepada wajib pajak, menjadi landa bukti penerimaan
surat keberatan.

Dalam hal wajib pajak mengajukan keberalan, jangks
wakiu pelunasan atas jumlah pajpk yang belum dibayar
pada saal peigajuan, tertangguh sampai dengan |1
{satu] bulan sejak langgal penerbitan Sural Kepulusan
Keberatan,

Pasal 79
Gubernur melalui Kepaln Bapenda harus memberi

keputusan  atas  keberatan sebapaimana dimaksud
dalam Pasal 78 ayat (1) yang diajukan olch Wajib Pajak.

Dalam memberikan Keputusan sebagaimana dimaksud

padda. ayal (1}, Gubernur melalui Kepala Bapenda dapat
mclakukan Pemeriksaan.

Keputusan Gubermnur sebagaimana dimaksud pada avat
(1] ditetapkan dzlam jangka waktu paling l[ams 12 [dua
belas) bulan sejk tanggal surat keberatan dilerima,
Reputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa:

a. menerntma seluruhnya;

b. menermma sebagian;

¢. menolak; atau

d. menambah besarnya fumlah Pajak yang terutang
Apabila dalam jangka wakiu sebagaimana dimaksud
pada ayal (3) Gubermnur lidak memberi suaty keputusan,
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dicerima.

b
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Pasal 80

Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan
sebagian atau seluruhnva, kelebihan pembayaran Pajak
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar
06% {nol koma enam persen) per bulan dihitung dari
Pajak vang lebih dibayar untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat] bulan serta bagian dari
buian dihitung penuh 1 (satu} bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat ()
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

Dalam hal keberatan Wajib Pajk ditolak gtau
dikabulkan scbagian, Wajib Pajak dikenai sanksi
administratif berupa denda sebesar 30% jtiga puluh
persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan
keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar
sebelum mengsjukan keberatan,

Pardgraf2
Banding
Pusal 8l

Wajb Pajak dapat mengajukan permohonan banding

hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat

Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Gubernur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 paling lama 3
[tiga] bulan sejpk keputusan diterima dengan dilampiri
salinan Surat Keputusan Keberatan,

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada avat
(1} diajukan secara tertulis dalam behasa lpdonesia dan
dengan disertai alasan vang jelas.

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menangpuhkan kewajiban Membayar Pajk sampai
dengan | {satu) bulan sepk tanggal penerbitan Putusan
Banding.

Pengajuan  banding dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal B2

Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian
atau  seluruhnya, kelebihan  pembayaran  Pajak
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar
0,6% (nol koma epam persen) per bulan dihitung dari
Pajk vang lebih dibayar untuk jangka waktu paling
lama 24 jdua puluh cmpat) bulan serta bagan dari
bulan dihitung penuh [ (satu) bulan.

v
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Imbalan bunga scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak  bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya Putusan Banding

Dalam hal Wajib Pajpk mengajukan permohonan
banding, sanksi administratif berupa denda sebesar
3% {liga puluh persen} sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 80 ayat (3) tidak dikenakan,

Palam hal permohonan banding ditolak ateu
dikabulkan sebagian, Wajib Pajpk dikenai sanksi
adminisiratl berupa denda sebesar 60% [enam puluh
persen} dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan
Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar
sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedelapan

Tata cara pemberian keringanan,
Pengurangan dan Pembebasan Pajak

Pasal 83

Gubernur dapat memberikan insentif pajsk berupa

pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajk yang

berlaku umum sesuai kebijakan Pemerintah Pusat dan

Daerah.

Insentil papk sebapaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan ata® pertimbangan untuk:

menjalankan amanah peraturan yang lebih tinggs

mendukung program strategis Pemerintah/Nasional;

memberikan insentil fiskal Kepada pelaku usaha;

memberikan kemudahan berusaha:

mendorong perekonomian;

Kegiatan sosial, keagamaan dan pemerintahan;

mendukung kebijakan stralegis Pemerintah Daerah;

dan

h. mencapai sasaran terlentu yang merupakan
kepentingan wmum maupun kepentingan
Pemerintah Daerah

Insentif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3

dapat meneakup pokok tunggakan pajak dan/atau

sanksi administratf.

Insentif Pajak ditelapkan dengan Keputusan Gubernur.

th 20 po op

Pasal 84

Gubernur dapat memberikan insentif papk berupa
pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajk yang

berlalru khusus uniuk Wajib Pajak yang mengajukan

permohonan.
Pemberian insentif pajpk sebagaimana dimaksud pada

v
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ayat (1) dilakukan atas pertimbangan:

a objek pajak rusak dan tidak dapat digunakan dalam

Jangka waktu tertentuy;

objek pajak musnah atau hilang;

wa jib pajak pailit;

keadaan kahar;

kemampuan wajib pajak;

mendorong perekvnomian duerah;

kegiatan sosial, keagamaan dan pemeérintahan;

mendukung program strategis pemerintah daerah;

datau

untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan

umum dan pemerintahan.

{3) Pemberian insentif pajpk yang meliputi pekok papk dan
sanksi administratil ditetapkan dengan Keputusan
Gubermur vang ditandatangani aleh sekretaris Daerah.

(4 Pemberian insentif pajak khusus terhadap sanksi
administratif berupa denda dan/atau bunga ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh
Kepala Bapenda.

(0] Pemberian keringanan pajak ditetapkan cleh kepala
Bapenda.

S® e opn P
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Pasal 85

(1) [nsentif pajpk berupa pengurangan, keringanan, dan
pembebasan Pampk sebagaimana dimaksud dalam Pasal
84 ayat (1] diajukan oleh Wajh Pajak secara tertulis
kepada Gubernur melalui Kepala Bapenda.

[2] Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
dilampiri dengan SKPD dan bukti-bukti pendulcung
yang menyatakan kebenaran alasan permohonan
pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

{3) Gubernur harus memberikan Keputusan paling lambat
12 {dus belasj Bulan scjpk surat permohonan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1).

{#) Setelah lewat jangka waktu 2 (dua ¥belas) Bulan
sebagaimana dimaksud pada gyart {3), belum ada
keputusan, permehonan pengurangan, keringanan, dan
pembebasan Pajak dianggap dikabulkan.

Bagian Kesembilan
Kelehihan Pembayaran dan Restilusi

PasalB6

(1) Kelebihan pembayaran dapat terjadi karena:

a. kesalahan penetapan;
b 2 (dua} kali atau lebih pembayaran untuk objek yang

f/
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S&na;
¢ diterimanya permohonan pembetulan, pembatalan,
pengurangan ketetapan atau pehgurangan sanksi
administrasi;
d. diterimanva permohonan Keberatan: atau
e diterimanva permohonan Banding.
[2] Kelebihan pernbayaran dikompensasikan untuk
membayar kewajiban pajak berikutnys dan/atau utang
pajak lainnva,

Pasal 87

(1) Dalam hal tidak ada kewajiban pajak berikutnya,
maupun utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal B6 ayat [2), Wajb Pajak dapat mengajukan
permohonan pengembalian Kelebithan pembayaran ataw

restitusi,

(2) Pengajuan permohonarn Restitusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] dilakukan dengan cara scbagal
berikut:

a wajib pajek atau kuasanva mengajukan surat
permohonan secara tertulis paling lambat 3 {tiga)
bulan sejak tanggal Kketetapan pajakflagihah
pajak/keputusan atas keberatan dan banding;

b. melampirkan fotokopi SKPD vang telah lunas atau
dokumen lein yang dipersamakan; dan

¢ rekomendasi dari Kepala UPTB setempat.

{3} Kepala Bapenda dalam jangka wakty paling lama 12
(dua belas)] bulan sejpk diterimahya permchofan
Restitusi harus memberikan keputusan

{4 Dalam hal keputusan tidak diberikan sampai dengan
batas waktu sebagaimana dimaksud pada avat (2), maka
pemohonan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus
dilerbitkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
bulan.

(5] Pengembalian kelebihan pembayaran harus dilakukan
dalam waktu 2 {dus) bulan sejpk diterbitkannya
SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar
Kclehihan Pajak

{6} Dalam hal pengembalian Kelcbihan pembayaran pajak
dilakukan setelah lewar wakta 2 [dua)] bulan sejpk
diterbitkannya SKPDLB, Wajb pajgk menerimg imbalan
bunga scbesar 0.6% [nol koma enam persen) per bulan
atas Keterlambatan pembavyaran tersebut,

L
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Bagian Kesepuluh
Penghitungan Bagi Hasi Pajk Daerah

Pasal 88

Hasil penerimaan PAP yang berasal dari sumber ar
lintas Kabupaten/Kota, dibagi kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota sebesar 50% (lima puluh persen)
dengan pole  pembagian secara  proporsional
berdasarkan panjang sungai dan/atau luas daerah
tangkapan air pada masing-masing Kebupaten/Kota
yang dialiri sumber air yang bersangkutan;

Hasil penerimaan Pajak vang sumber airnya

terkonsentrasi pada salu Kabupaten/Kota, penerimaan

Pajaknya dibagi kcepada Daerah asal sebesar 8%
(delapan puluh persen).

Penetapan Alokasi Bagi Hasil PAP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] dan ayat (2) untuk masing.
masing Kabupaten/Kota didelegasikan kepada Kepala
BKAD.

Pasal 89

Penyaluran bagi hesil PAP  dilakukan melalui
pemindanbukuan dari RKUD ke kas daerah
Kabupaten/Kota.

Penyaluran bagi hasil PAP dilakukan paling lambat 7
{tujun] hari kerja setclah berakhirnya jangka waktu
yang menjadi dasar penghitungan bagi hasil Pajak.

Bagian Kesebelas
Pernanfaatan Pajak Daerah

Pasal 90

Paling sedikit 20% (dua gpuluh persen) dari  hasil

penerimaan PAP. setelnh dikurangi bagi bhasil pajak
digunakan urituk peninghatan kualitas dan
keberlangsungan sumber daya air & Daerah masing-
masing, dalam bentuk biaya pemeliharaan dan
pengendalian.

Palimg sedilat 1,5% (satu kema lma persen| dar
penerimaan Pajak Daerah, setelah dikurangi Bagi Hasil
Pajak dan peningkatan kualitas sumber daya air
sebagaimana dimaksud pada ayal (1), digunakan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan pembayaran Pajak
dan untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak yang
bersang kutan.

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapal

|./
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dikerjasamakan dengan Pemerintah KabupatenfKota
dan instansi terkait lainnya.

Bagian keduabelas
Pengawasan dan Penelitian Pajak

Pasanl 91

(1} Gubernur melakukan pengawasan dan penelitian pajak.

(2} Pengawasan dan penelitian pajak  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakuken oleh
Kepala Bapenda.

(3} Peneltian pajek sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berupa Tindakan Penelittian untuk menguji kepatuthan
wajib pajak

(4 Tindakan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
{3), dapat berupa:

a penelusuran  dokumen  kepemilikan danjatau
pengusaaan alat berar,

b. penelusuran dokumen penjualan den pendapatan
hasil pengembilan/peman{aatan Air Permukaan;

c memeriksa surat bukti pembayaran dan tanda
pelunasan pajak;

d. memeriksa dan menelili fakia-fakta yang dilaporkan
elch Wajib Pajak;

¢ memeriksa titik-1itik pengambilan dan pemanfaatan
air dan sarana yang digunakannya;

[ memeriksa penggunaan dan Ketepatan alat ukur air;
dan

g meminta bantuan alat negara untuk memeriksa
tempat tertentu.

(3] Pengusaha. Pemilik, Pengurus, dan Karvawan wajib
mengizinkan, membaptu, dan memberikan keterangan
kepada petugas dalom rangka tindekan penelitian
schbagaimana dimalksud avyat (4).

(6) Pengawasan sebagaimanaz dimaksud pada ayat {2) dapat
bekerja sama dengan Instansi yang membidangi urusan
Energl dan Sumber Daya Mineral, Sumber Daya Air,
Cipta Karya dan Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan
Kehulanan, Tenaga HKerja dan Transmigrasi, serta
Instansi terkait lainnya.

Puagal 92

(1] Bapenda dapat melakukan pengawasan dan penelitian
untuk menguji kebenaran SP3D.

(2 Pengawasan dan penelitian sebsgaimana dimaksud
pada avat (1] dapat dikerjasamakan dengan pemeriksa

v
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fungsional dan Instansi terkast.

{3) Apahila berdasarkan hasil Pengawasan dan Penelitian
sehagaimana dimaksud pada ayat {1} diketahui lerdapat
Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bapenda
menerbitkan 3TPD.

{4 STPD  sebagaimana dimaksud ©pada ayat {3)
mencaniumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak
terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga
sebesar 1% (saru persen) per bulan dari jumlah Pajpk
yang kurang dibayar, dihitung sejak saal terutangnya
Pajak atau beraklirnya masa Pajak, bagian Tahun
Pojak., atau Tahun Pejok, untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari
bulan dihitung penuh 1 [satu) bulan.

Bagian Ketigabelas
Intensifikasi Pengelolaan Pajk

Pasal 93

{1] Kepala Bapenda dapat melakukan kerja sama dengan
inatansifunit kerja terkait kelancarsn dan eptimalnya
pemunguatan PAB dan PAP.

{2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara
lain dilakukan dengan aparat penegak hukum, pihak
ketiga, Permerintah Pusat, dan pemerintah daerah lain.

BAB V
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Bagan Kesat
Jerus, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal94

(I} Jenis Retribusi Daecrah yang diatur dalam Peraturan

Gubernur ini adalah:

a. Retribusi Jasa Umum;

b. Retribusi Jasa Usaha; dan
. Retribusi Perizinan Tertentu,

(2] Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi
ataz Badan vang menggunakan atau menikmati
pelayanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).

(3] Wajib Retribuai Jasa Umitm merupakan orang pribadi
atayl Badan yang menurut peraturan perundang
undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi atas pelayanan.

lr/
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Hagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 95

(1} Jenis pelayanan yang tnerupakan objek Retnibusi Jasa
Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1)
hurul a meliputic
a pelayanan kesehatan;

b pelayanan kebersihan dan
¢ pelayanan pasar.

(2] Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat ()}
merupakan pelavanan yang disediekan atau diberikan
oleh Pemerintah Dacrah berdasarkan kewenangan
Daerah  schagamana  diatur dalam  peraturan
perundang-undangan.

[3] Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2
termasuk pelayanan vang diberikan oleh BLUD,

Pasal 96

Pelavanan keschatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95
ayat (1) hurul a merupakan pelayanan kesehatan pada
rumah sakit umum daerah, rumah sakit khusus deerah dan
tempat pelayanan kesehaian lainnya yang sejenis yang
climililei dan/atau dikelola olek Pemenntah Daerah, kecuali
pelavanan administrasi.

Pasal 97

{1} Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud datamn
Pasal 95 ayel (1) bhuruf b merupakan pelavanan
kebersihan vang diselenggarakan oleh Petnerintah
Daerah, meliputi:

g pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau
lokasi pembuangen  sementara ke lokasi
pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau
pemusnahan akhir sampabh;

b. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan
atau pemusnahan akhir sampah; dan

[2] Dikecualikan dan pelavanan kebersihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] yaitu pelayanan kebefsihan
jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat
tmum lainnya.

Fazalys

Pelayanun pasar sebagaimana dimaksud dalarm Pasal 95 ayat
(1) huruf ¢ meripakan penyechaan {asilitas pasar sederhana.
dan modern, berupa lahan, pelataran, los, kios atau toko,
warung dan tempat lransaksi jual beli lainnya yang clikelola
oleh Pemerintali Daer-ah



Pasal 99

(1] Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi
Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biayva
penvediaan jsa  yang bersanghutan, kemampuan
masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas
pengendalinn atas pelayanan tersebut.

(2} Biaya sebagaimana dimaksud pada avat (1] meliputi
biava operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan
biaya madal.

(3] Dalam hal penctapan tarif hanya memperhatikan biava
penvediaan jesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
penetepan larif banya untuk menutup sebagian biaya
scbagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4} Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi
Jasa Umum vyang dibenkan oleh BLUD ditetapkan
sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

Bagian hetipa
Retribusi Jasa Usaha

Pazal 100

(1} Jenis pemyediaan atau pelayanan berang dan/alau jasa
vang merupakan objyek  Retribusi  Jasa  Usaha
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1} huruf b
melipati:

a penyvediaan tempat kegiatan usaha berupa ‘pasar
grosir, periokoan, dan lempat kegiatan usaha

lain niya;

b penvediaan tempat khusus parkir di luar badan
jalam;

c. penyediaan lempal penginapan atau pesanggrahan
atau vila:

g prlavanan jasa kepelabuhanan;

e pelavanan tempat rekeeasi,  parnwisata, dan
olahraga;

f. penjualan hasil produksi usaha Pemeriniah Daerah;
dan

g perianfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu
penvelenggaraan ‘tugas dan  fungsi  organisasi
perangkat daerah danjatau optimalisasi  aset
Daerah dengan tidek mengubah status kepemilikan
sesual  dengan  ketentuan  pecaturan  perundang-
undangan.

(2} Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah berdasarkan jasa atsu pelavanan vang diberikan
dan kewenangan Dagrah sebapaimana diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2
termasuk pelavanan vang dibenikan oleh BLUD.
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Pasal 101

Penyediaan tempat Kegiatan usaha berupa pasar grosir,
pertokoan, dan tempsat kegiatan usaha lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1] huruf a merupakan
penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar
grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan,
serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau
disclenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 102

Penyediaan tempat Khusus parkir di luar badan ialan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat {1} huruf b
merupakan penyedisan tempat khusus parkir di luar badan
jalan yang disediakan, dimiliki, danfatau dikelola oleh
Pemerintah Daerah,

Pasal 133

Penyedisan tempal penginapan atou pesanggrahan atau vila
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf c
merupakan penyedidan lempat ptnginapan atau
pesanggrahan atau via yang disediakan, dimiliki, dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 104

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 100 ayat {]) huruf d merupakan pelayanan
kepelabuhanan pada pelabubhan yang disediakan, dimiliki,
dan/fatau dikelola olehh Pemerintah Daerah.

Pasal 105

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) buruf e
merupakan pelayanan ftempat rekreasi, pariwisata, dan
olahraga yang disediakan, dimiliki. dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah.

Pasal 106

Penjualan hasil preduksi usaha Pemerintah Daerah
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat {1) huruf [
merupakan perijualan hasil produkst usaha Daerah olch
Pemerintah Jaerah.

Pasal 107

Pemanfaatan asel Daerah vang tidak mengganggu
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penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat
Daerah danfatan optimalisasi aset Daerah dengan fidak
mengubah stalus kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 100 ayat (1] huruf g termasuk pemanfaatan barang
milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Fasal 108

(1) Prinsip dan sasaan dalam penetapan besarnya tanf
Retribusi Jasa Usaba untuk mempereleh keuntungan
yang layak,

{2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila
pelayanan Jasa Usaha tersebut dilekukan secara efisien
dan berorientasi pada harga pasar.

{3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarf Retribusi
Jasa Usaha yung diberikan oleh BLUD dijtetapkan sesuai
dengan ketenivuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai BLUD,

Bagian Keempat
Restribusi Perizinan Tertentu

Pasal 109

[1] Jenis pelayanan pemberian izn yang merupakan ohjek
Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 94 ayat {1) huruf ¢ meliputi:

8. penggunasn tenaga ketja asing; dan
b. pengelolaan pertambangan rakyat.

(2} Penggunaan tenaga kerp asing sebagaimana dimaksud
pada ayat {1l hural a dikelola oleh Perangkat Daecrah
yvang menyelenggaraltsin urusan pemerintahan di bidang
tenaga kerja dan transmigrasi

(3] Pengeiolaan pertambangan rakyat sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} huruf b dikelola oleh Perangkat
Daerah yeng menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pazal 110

(1} Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi
Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk
menutup sebagian atau selaruh biaya penyelenggarasn
pemberian win yang bersangkutan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan
dokumen  izin, Ppengawasan, penegakan hukum,
penatsusahaan, dan/atan biaya dampak negatif dari
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pemberian izin tersebut.

(3} Khusus untuk pelayenan pengesahan rencana
penggunaan  tenaga  kerja  asing  perpanjangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1} huraf
a, biava penyelenggaraan pemnberian izin mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
penggunaan tenaga kena asing.

(4 Khusus untuk pelayanan pemberian izin pengelolaan
pertambangan rakvael asebagaimana dimakswd dalam
Pasal 109 ayat (1) huruf b, biaya pengelolaan
pertambangan rakyat mengacu pada  ketentuan
perairan  perundang-undangan vang berlaku pada

kementerian yang menyelenggarakan trusan
pemerintahan i bidang energi dan sumber daya
mineral.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasallll

i1} Pemanfaatan penerimaan setiap jenis  Retribusi
digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan
langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang
bersangkutan.

(2} Jumlah penerimaan Retribusi yang digunakan untuk
mendanai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling kurang sebesar 73% (tujuh puluh lima persen)
dari realisasi penerimean Retribusi yang bersangkutan
tahun sebelumnya.

(3) Pemanfaatan penerimaan Retribusi yang dipungut dan
dikelola oleh BLUD dapat langsting digunakan untuk
mendanai  penyelenggaraan pelayanan BLUD  sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai BLUD.

{4 Penggunaan  penerimaan  Retribusi  sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1] meliputt namun tidak terbatas
pada: peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan
sarana dan prasarana pelayanan, peningkatan sumber
daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dalam
pemungutan  retribusi, penerapan  clekironifikasi
pengelolaan  reiribusi, dan pembayaran  insentif
pemungutan Retribusi

{3) Penggunaan penerimyan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4 dianggarkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

{6) Pemanfaatan Retobusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} tidak berlaku bag penerimaan Retribusi yeng
termoasuk  dalamn  kategori pemanfaaten barang milik
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daecrah atau pemanfzatan aset daerah yang biaya
operasional dan pemeliharaannya merupakan tanggung
jawab Wajib Retnbusi.

Bagian Keenam
Penetapan Retribusi Terutang

Pasal 112

(1) Besaran Retribusi vang terutang dihitung berdasarkan
perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif
Retribusi,

(2] Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] merupakan jumiah penggunaan jasa yang
dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul
Pemerintah Daerah untuk penyelengparaan jasa yang
bersangkutan.

(3} Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
merupakan nilai rupiah vyang ditetapkan untuk
menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

(4 Besaran Ketribusi terutang sebagaimana dimaksud pada
gyal (1} ditetapkan dengan SKRD baik berbentuk
dokumen tercetak maupun dokumen clekironik.

(5) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(4 sebagaimana rercantum pada Lampiran Xl yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini

Pasal 113

(1} SKRD merupakan dokumen penetzpan jumlah Retribusi
yang terutang,

(23 SKERD dapat memuat sanksi administratif schingga
dapat berfungsi sebagai STPD.

(3} SKRD daput berups recu, karcis, kupon, kartu
langganan, surat petjanjian, code billing atau surat
penetapan  jumlah  Retribusi terutang lainmya yang
berbasis aplikasi pengelolaan Retribusi.

(4 Reeu dibual dalam rangkap tiga, dengan peruniukan,
masing-masing untuk Wajib Retrtibusi, Petugas
Pemungut Retribusi, dan Bendahara
Peperima /Bendahara Penerima Pembantu.

(@) Karcis dalam bentuk 1 |satu) lembaran yang terbagi 2
(dua) potongan, masing-masing untuk Wajib Retribusi
dan Petugas pemungut Retribusi.

{6) Setiap Penerbitan SKRD dicatat berurutan sesuai nomor
dan tanggal penerimaan R etribusi,

t/



= -

Pasal 114

{1] Kepala Perangkat Daerah wa jib menerapkan
pembertakuan SKRD secara elektrunik, dengan bertahap
sesual kemampuan kcuangan Daerah.

(2) BKRD disiapkan oleh masing-masing Perangkat Daerah
Pengelala Rewibusi

Bagian Ketujuh
Pemunguatan Retribusi

Pasat 115

(1] Pemungutan Retribusi dilakukan dengan 3 (tiga) cara,

vaitu:

g dibayar langsung setelah diterbitkannya SKRD;

b. ‘melalui surat permohonan; atau

¢ ditetapkan dalam keontrak atau perjaniian  kerfa
sama.

(2} Objek Pemungutan Retribusi yang dapat dibayar
langsung antara lain:

a. pelayanan kesehatan;

b pelayanan tempat khusus parkir di luar baden jalan;

¢ penyediaan tempal penginapan atav pesangprahan
atau vila;

pelayanan jasa kepelabuhanan;

e. pelayanan tempal rekreasi, pariwisata, dan olah
rage; dan

{ penjualan produksi useha daerah, kecuali pelayanan
pengujian/ pemenksaan.

(3] Pemungutan Retribusi yang harus meialut permohonan
dari Wajb Retribust adalah:

8. pelayanan kebersithan (pemanfaatan incenerator;

b. pclayanan pasar;

¢ penyediaan tempat kegiaan usaha berupa pasar
grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha
lainnya:

d pelayanan pengujian, pemeriksaan leboratorium;

e. Izin penggunaan tenaga kerja asing; dan

f lzin pengelolnan pertambangan rakyat.

[4] Pemunguian Retribusi yang ditetapkan dalam kontrak
Atau perjanjian kerja sama adalah pemanfaatan BAset
Dzerah  seperti lahan, bangunan, peralatan, mesin,
sarana dan prasarana, kendaraan bermotor, alat berat,
dan sejenisnya, termasuk yang berada & kawasan
pelabuhan, terminal dan  pasar tradisionel ateu
sederhana.

{5] Pemungulan Retribusi yang ditetapkan dalam kontrak
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga diawal)
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dengan pengajuan permohonan pemanfaatan objek
Retribusi dari calon pengguna.

(6} Komtrak atau perjanjian kerja sama paling kurang
mengalur tentang hak dan kewajiban para pihak,
jumlah retribusi terutang, waktu pembayaran dan
sanksi.

(7] Kontrak atau perjanjian kerja sama yang jangka
waktunya satu tahun atau kureng, ditandangeni oleh
Kepala Perangkat Daerah dan Wajib Retribusi.

Pasal 116

(1] Pemungutan Reuribusi dilaksanakan oleh  setiap
Perangka! Daerah pengelola Retribusi,

(2] Pemungutan Retritbwusi dilakukan oleh:

a. Bendahara Penerimaan, apabila pelayanan retribusi
berada di kantor induk Perangkat Daerah:

b. Bendahara Penerimaan Pembantu dan Pembantu
Bendahara Penerimaan, apabila pelayanan retribusi
berada di UPTD/B: dan

€. Petugas Pemungul Retribusi, apabila pelayanan
Retribusi o lokasi yang berbeda dari Kantor UPTD/B
maupun  kantor  Perangkat Daerah  pengeloa
Retribusi.

(3) Bendahara Penerimaari dan Bendahara Penerimaan
Pembantu ditetapkan oleh Gubernur setiap tahun, atas
usulan kepala Perangkat Daerah.

(4 Bendahara  Penerimaan, Bendahara  Penerimaan
Pembantu dan Perugas Pemungut Retribusi, membuat
SKRD dan mengadministrasikannya, namun tidak
dapat mencrima pembayaran secam langsung,

Pasal 117

(1) Wapk Retribusi melakukan pembayaran Retribusi
terutang yang ditetapkan dalam SKRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 112 ayat [4) ke RKUD secara non
tunai.

(2} Berdasarkan bukn sectoran Don  tunai, Bendahara
Penernimaan Pembantu atau Petupas Pemungut Retribusi
melaporkan penyetoran tersebut kepada Bendahara
Penerimaan Perangkat Daerah disertai bukti setoran
Retribusi dan salinan SKRD.

(3] Dalam hal Retribusi dipungul atas pelayanan yang
diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib
Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai
dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

[4] Retribusi terutang scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat  dibayarkan sekaligus sebelum  pelayanan

v
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1)

(2)

(3)

(1)
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diberikan.

Dalam hal Wajb Retribusi tertentu tidak membayar
lepat pada wakiunya atau kurang membayar, Wajb
Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 1% (satu persen] per bulan dari Retribusi
terutang yang tidak alau kurang dibayar dihitung dari
1anggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal
pembayaran, untuk jangka wakiu paling lama 24 (dua
puluh empat| bulan dan ditagih dengan menggunakan
STRID.

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) didahului dengen Sura Teguran.

Bentuk dan isi Surat Teguran sebagaimana tercantum
pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Fasal 118

Perangkat Daerah pengelola Retribusi wajib melakukan
pengelolaan Relribusi secara optimal, transparan dan
akuntabel untuk meningkatkan penerimaannya,

Dalam rangka pengelolaan Retribusi sebagaimana

dimaksud pada aym (1), Perangkal Deerah -wajb

melakukan langkah-langkah sebagai berikout:

a meminimalkan kontak langsung antara petugas
pemungut dengan Wajib Retribusi;

b melakukan pengelolaan Rewribusi berbasis aplikasi,
paling kurang untuk proses pendaftaran, penelapan
dan pembayaran Retribusi;

¢ menerapkan dokumen pemungutan Relribusi secara
elektronik;

d. menerapkan pembayaran Retribusi secara digital:

memberikan informasi tentang tarif, jenis layanan,

sistemt dan prosedur layanan, dan hal lain yang
dianggap perlu, secara terbuka dan dapat diakses
dengan mudah.

Memberikan informasi tentang tarif, jenis layanan,

sistemn dan prosedur layanan, dan hal lain yang

dianggap perlu. secara tlerbuka dan dapat diakses
dengan mudah.

m

Pasal 116

Pembayaran Retribusi secars non wnai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1i7 ayat (1), khusus untuk
peribayaran Retribusi Jasa Usaha atas objek:

8. parkir di luar badan jalan;

b. pass masuk kawasan kepelabuhanan; dan

c. pass masuk tempat rekreasi dan olahraga,

v
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berlaitu efektif pada Bulan Januari 2026.

Perangkali Daerah pengelola Retribusi Jasa Usaha
sebagaimana dimaksud pada ayal (1], tetap melakukan
langkah-langkah sebagaymana dimaksud dalam Pasal
118,

Bagian Kedelapan
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 120

Pemerintah Deersh dapal melaksanakan kerja sama
atau  penunjukan pihak  ketiga dalam  melakukan

Pemungulan Retribusi,

Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) tidak termasuk penectapan tarif,
pengawasan, dan Peineriksaan.

Pemungulan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak

ketiga  sebagaimana dimaksud pada ayal (1]

dilaksanakan berdasurkan pertinbangan efisiensi dan
elekiivitas  Pemungulun  Relribusi dengan  tidak
menambah beban Wajib Retribusi.

Penerimaan Retnbusi yang diaksanakan oleh pihak
ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat {1) disetor ke
RRKUD secara bruto.

Pemberian  imbalan  jasa  kepada  pihak  ketiga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan melaluj

belanja anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Bagian Kesembilan
Pemeriksaan Retribusi

Pasal 121

Gubernur melalzi Bapenda berwenang melakukan
Pemeriksaan untuk menguji kepaluhan peméenuhan
kewajiban Retribusi dan 1ujuan lain dalam rangka
melaksanskean  ketentuan  peraluran  perundang-
undangan mengenai Retribusi.

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud
pada ayal (1} melipuli penentuan. pencocokan, atau
pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan
Pemeriksaan.

Pasal 122

Dalam pelaksanaan Pemeriksann sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 121, kewajiban Wajib Retribusi

yang diperiksa meliputi:
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a memperhliatkan dan/atau meminjamkan buku atau
catatan, dokumen vyang wmenjadi dasarnya, dan
dokumen lain vang berliubungan dengan subjek dan
objekt Retribust;

b memberikan kesempatan untuk memasuki tempat
atau ruangan yang diabggap perlu dan memberikan
bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; danfatau

¢ memberikan keterangan yang diperlukan.

Dalam pelaksanaan Pemcriksaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 121, liak Wajib Retribusi yang

diperiksa paling sedilqt:

a meminta identitas ~ dan bukti perIgasan
Pemeriksaan kepada pemeriksa;

b meminta kepada pemeriksa untuk memberikan
penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
dan

¢. menerima dokumen hasi Pemeriksaan serta
memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil
Pemeriksaan.

Dalarn hal Waijib Retribusi tidak memenulii kewajiban

stbagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya

Retribusi 1enutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kesepuiuh
Kedaluarsa Penagiban Retribusi

Pasal 123

Hak wuntuk melakukan Penagiban Retribusi menjadi
Kedaluwarsa setelah melampaul waktu 3 (tige) tahun
terliitung scjak saat terutangnya Retribusi, kecuali jka
Wajib Retribusi melakukan tindak pidana d bidang
Retribusi,
Kedaluwarsa  Penagilian  Retribusi  sebagaimana
dimaksud pada ayat () tertangguli jika:
a. diterbitkan Surat Teguran; s1au
b terdapat pengakuan utang Retribusi dari Waijib
Retribusi, baik Jangsung maupun tidak langsung.
Dalam bal diterbilkan Surat Teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) huruf a kedaluwarsa Penagiban
dihitung sejok tanggal diterimanya Surat Teguran.
Pengakuan utang Retribusi Secara langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} luraf b
merupakan  Wajib  Retribusi dengan  kesadaran
menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan
belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
Pengakuan wang Retribusi  seeara  tidak langsung
sehagaimana dimaksud pada ayat [2) burufl b dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau

v
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penundaan pembayaran dan permohonan keberatan
oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kesebelas
Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 1238

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lag;
karena hak untuk melakukan Penapgthan sudah
kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Penghapusan piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam Keputusan Gubernur,

Tata cara penghapusan piutang Retribusi Daerah diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur,

Bagian Keduabeias
Keberatan Retribusi

Fasal 125

Wajib Retribusi terteniu dapal mengajukan keberatan
kepada Cubernur melalui Kepala Pereingkat Daerah atas
SKRI) atau dokumen lain yang dipersamakan,
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia dengan diserial alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling
lama 3 fliga] bulan seik tanggal SKRD dikirim, kecuali
jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka
waktu tersebut tidak depat dipenuhi karenas keadaan
kahar.

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat {3}
meliputi:

bencana alam

kebakaran;

kerusuhan;

kermsuhan massal atan huru.hare:

wabah penyakit; dan/fatau

keadaan lain yang di luar kendali Wajib Retribusi.
Pengajuan  keberatan tidak menunda kewajban
membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan
Retribust

=0 a0 op

Pasal 126

Gubernur melalur Kepala Perangkat Daerah dalam
jengka wakta paling larna & {enam] bulan sepk tanggal
surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas

-}/



(2)

(3)

(4

(1)
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keberatan yang diajukan oleh ‘Wajb Retribus
sebagaimana dimaksud dalarm Pasal 125 ayat (1) dengan
menerbitkan surat keputusan keberatan

Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimajcsud
pada ayat (1), Gubernur melalui Kepala Perangkat
Daerah dapat melakukan Pemeriksaan.

Gubernur  melalui  Kepala Perangkat Daerah atas
keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menclak, atau menambah besarmya Retribusi
yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagsimana dimsksud patda ayat
(1) telah Jewat dan Gubernur melalui Kepala Perangkat
Dacrah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang
dia jukan tersebul dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 127

Jika pengaman keberatan diterima sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar
0,6% (nol koma enam persen| per bulan dihitung dari
Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua
beias} bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1
{satu} bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayet (1)
dihitung =ejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Ketigabelas

Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau
Penundaan Pembayaran Atas Pokok Retribusi, dan/ ataun

{1)

{2)

Sanksinva
Pasal 12B

Gubernur dapat memberikan insentif Retribusi berupa
pengurangan, keringanan. dan pembcbasan Retribusi
yang berlaku umum sesuai kebijakan Pemerintah Pusat
dan Daerah.

Insentif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ({1}
diberikan atas pertimbengan untuk:

menjalankan amanah peraturan yang leblh tingg;
mendukung program sirategis Pemerintah/MNasional;
memberikan insentiffiskal kepada pelaku usaha;
memberikan kermudahan berusaha;

mendoreng perekonomian;

kegiatan sosial, keagamaan dan pemeriniahan;
mendukung kebijakan strategis Pemerintah Daerah;

darn
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(1}

{2

(3)
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(1)
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h. mencapai sasaran ftertentu vyang merupakan
kepentingan urnum MAaupun kepentingan
Pemerintah Daerah

Insentif Retribusi sebagaimana dimeksud pada ayat {2)

dapat mencalkup pokok Retribusi danjatau sanksi

administratif .

Insentif Retribus) sebagaimana dimeaksud pada ayat {l)

diterapkan dengan Keputusan Gubernur,

Pasal 129

Gubernur dapat memberikan insentil Retribusi berupa
pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi
yang berlaku khusus untuk Wajb Retribusi yang
mengajukan permohonan

Pemberian  insentif Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan atas perimbangan:

a objek Retribusi rusak dan tidak dapat digunakan
dalamn jangka waktu tertenfy;

objek Retribusi musnah atau hilang;

wajib Retribusi pailit;

Ao

keadaan kahar:

kemuampuan wajit Retribusi;

mendorong perekonomian daerah:

kegiatan scsial, keagamaan dan pemerintahan;

> w omon

mendukung program strategis pemenntah dacrah;
atau

i untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan
umum dan pemerintahen; dan

Pemberian insentif Rewribusi yang meliputi pokok
Retribusi dan sanksi administratif ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh
sekretaris Daerah.

Pemberian msentif Retribusi khusus terhadap sanksi
administratif berupa denda danfatau bungg ditetapkan

dengan Keputusan Gubernur yeng ditandatangani oleh

Kepala Perangkat Daerah.
Pemberian keringanan Retribusi ditetapkan oleh Kepala
Perangkat Daerah.

Pasal 130

Permohonan pengurangan, keringanan, dan
pembebasan Retribusii sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 129 diajukan oleh Wajb Retribusi secara tertulis
kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dilampiri dengan SKRD dan  bukti-bukti pendukung

1/
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yang menyatakan kebenaran alasan permohonan
pengurangan, Keringanan dan pembebasan Retribusi.
Gubernur harus memberikan Keputusan paling lambat
12 {Dua Belas)] Bulan sejak surat permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat [1].

Setelah lewat jangka waktu 12 (Dua Belas) Bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), behum eda
keputusan, permohonan pengurangan, keringanan, dan
pembebasan Retribusi dianggap dikabulkan.

Bagian Keempatbelas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 131

Atas ¥elebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi
dapal mengajukan permchonan pengembalian kepada
Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah,
Gubernur melatui Kepala Perangkat Daerah dalam
jangka waltu paling lama 6 (enam) bulan sepk
diterimanya permohonan pengembalian  kelebjhan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus memberikan keputusan.
Apebila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
[2) tetah dilampaui dan Gubernur melalwi Kepals
Perangkat Daerah tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan  pengembalian  pembayaran  Retribusi
dianggap dikabulken dan SKRDLB harus diterbitkan
dalam jangka wakiu paling lama 1 [satu) bulan.
Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi
lainnva, kelebihan pembayvaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu ulang Retribusi lainnya.
Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
schagaimana dimaksud pads ayat {1 diakukan dalam
jangka waktu paling lama 2 (duaj bulan sepk
diterbitkannya SKRDLB.
Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
dilakukan setetah jewat 2 [duaj bulan, Gubernur melalui
Kepala Perangkat Daersh memberikan imbalan bunga
sebesar 0,6% [nol koma enarm persen) per bulan atas
kelerlambatan  permnbaysran kelebihan  pembayaran
Retribusi.
Bagian Kelimabelas
Tata Cara Permbukuan dan Pelaporan

Pasal 132

Besarnya penetapan dan penyetoran Retribusi dihimpun

b
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dalam buku jenis Retribusi.

Berdasarkan bhuku  jenis  Retribusi  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1. dibual dafiar penetapan,
penerimaan dan tunggakaen per jenis Retribusi

Laporan realisasi penerimaan Retribusi dibuat paling
lama setiap tanggal 35 (lima)] bulan berikulnya
berdasarkan daftar penetapan, penerimaan, dan
tunggakan per jenis Retribusi sebagaimana dimaksud
pada avat [2).

Format isi buku jenis penerimaan Retribusi dan format
laporan realisasi pencrimaan Relribusi sebagaimana
tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian
lidak terpisahkan dan Peraturan Gubernur ini.

BABVI
KETENTUAN PENUTUP

Pagal 133

Pad: s=saat Peraturan Gubernur i mulai  berlaku:

=

Peraturan Gubernur Sulawes: Selalan Nomor 4
Tahun 2012 temang Perunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2011
tenilang Perizinan Terlentu ([Berita  Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 4;

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 32
Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013

terang Pajak Rokok [Berita Deaerah Provinsi Sulawesi

Selalan Tahun 2013 Nomor 52

Peraturan Cubernur Sulawesi Selatan Nomor 64
Tahun 2015 tentang Pelunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2015
tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing (Berita Deerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2015 Nomor 65);

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 100
Tahun 2018 lenlang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahwun 2017
tentang Perubahan ales Peraturan Dacrsh Provinsi
Sulawesi Selalan Nomor 10 Tahun 2010 lentang Pajak
Daerah Khusus Jenis Pajak Air Permukaan (Berita

Daeralt Provinsi Sulawes: Selatan Tahun 20t 8 Nomor

I00) sebagaimmna telah beberapa keali diubah terakhir
dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 64
Tahun 2020 tenlang Perubahan Kedua alas Per-aturan
CGubernur Sulwesi Selatan Nomor 10 Tahun 2018
lentang Petunjuk  Pelaksanaan  Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatant Nomeor 8 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi

1/



Diundangkan di Makassar
pada tangpal o April 2024

« BY =

Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
Khusus Jenis Pajak Air Permukaan {Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 64);

e. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20
Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi
Jasa Umum (Berita Daerah Provinst Sulawesi Selatan
Tahun 2019 Nomor 20),

[ Peraturan Gubernur Sulawesi Sclatan Nomor 85
Tahun 20149 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajk Daerah
Khusus Pepk Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita
Dacrah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor
56};

g Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14
Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi
Jasa Usaha (Benta Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2020 Nomor 14),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasa] 134

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku  pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya,  memerintahkan
nengundangan Peraturan Gubermur i dengan
penempatannyy  dalum  Berita Daerah  Provinsi  Sulawesi
Sela tan.

Ditetapkan ci Makassar
pada tanggal > Apni 2024

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

SEKRETARIS DAERAH PROVINS]

ANDI

HAMMAD ARSJAD

)/
BERIPA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 11



